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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 481.16/ {76 /33/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGEAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
menvebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan
berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh
ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan
untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan
informasi s=sebagai informasi vang dikecualikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penetapan
Informasi vang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentulkan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
43);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4546);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038},

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penectapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
HNomor 6856);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara REepuhblik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 5149];

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomaor 197);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dhtetapkan di Cilacap
pada tanggal 3 APR 70174

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN f:lmc.w
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEERETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAF
NOMOR : 451.15;1 ? B /33 /TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGEAT

DAERAH DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAF

DAFTAR [NFORMAS] YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

| KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN JANGEA JANGEA
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI BAG] PUBLIK WAKTU WAKTU
DIBLUKA DITUTUP
2 3 4 o f
Dokumen hasgil | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 | Dapat MEeTEEATEEEL proses | Mengamankan Terbatas sampat
Musrenbang yang | huruli yang berbunyi : penvusunan kebijakan. proses penyusunan | ditetapkannya
kebjjakan renja SKPD

belum ditindaklanjuti memorandum atau surat-sural antar badan publik
atau intra badan publik, yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informas:

piau pengadilan;

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah pasal 22 ayat 5 yang berbunyi :

Laporan pelaksanaan anggaran Tugss Pembantuan
disampaikan cleh kcpala daerah pencrima Tugas
Fembaniuan kepada DPRD  bersamaan  dengan
penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah

dalam dokumen yang terpisah.

. | Biodata elektronik PNS UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Mengungkap data pribadi PNS !uh:lmdmgl

(databnase) Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : yang bersifal rahasia pribadi PNS  yang

Informasi Publik yang spabila dibuka dan diberikan bersifat rahasia

kepada Pemohon Informasi Pablik dapat mengungkap

rahasia pribadi, vairu:

1. riwayal dan kondisi anggota keluarga;

2. mwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan peikis seseorang,

3, kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan
rekening bank scacorang;

data | Tidak terbatas

==




2 3 4 5 &
4, hasil-hasil evaluasi  sehubungan  dengan
kapabilitas, intelekiualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau
5, catatan yang menyanghkut pribadi sescorang yang
herkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal den saiuan pendidikan nonformal.
Rincian Kontrak | UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbuksan | Muncul persaingan usaha yang | Dapat ‘menjaga | Selama proses
Pekerjaan Informasi Publik pasal 17 hurul h yang berbunyi : tidak sehat ohjektivitas penilaian | pengadaan
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan karang/jaea
kepada Pemohon Informasi Pablik dapat mengungkap
ok Nonghumbst kosulossan | Efien _anggacen
iy i ? kebijakan karena adanya | karena diperbolehkan
2, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan ki h
kesehatan fisik, dan paikis sescorang; PENEUOEREPAT BECATA Prematis PERA A arga
3. kondisi keuangan,  sset, pendapatan, dan it b bl
rekening bank sescorang;
4, hasil-hasil evaluasi  schubungan  dengan
knpabilitas, intelektualitas, dan rekomendas:
kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkul pribadi seseorung yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,
Data dan Informasi | UL Nomor 17 Tahun 2011 ientang Intelijen Negara Mengungkap data dan informasi Melindungi data dan | Tidak terbatas
Kegiatan Intelejen | Pasal 25 dan 26 yang berbunyi : Intelejen sebagai hahan | informasi intelejen
terkait Ideologi, Politik, | o, o1 25 pengambilan kebijakan pimpinan | agar  tetap  terjags
Sosisl, Budaya dan || Rahasia Inteliicn merupakan bagian dari rahasia | 995720 Yang bersifat atrategis e g
Keamanan serta nEgATA. sebagai i bahan
Penangans s i i imana di PAOEAM AR
: AAUE |2 Mahmsn Joleien sebagal ; dimaksud pada | o imbulkan  keresshan  di kebijakan  Pimpinan
yang MeNEZAngEL ayat (1) dikategorikan dapat masyatkat Deerah yang bersifat
Masyaralkat i, ?nm‘::!fhayakan pertnhanan dan  keamanen strategin  berdampale
CEArH; ;
b. mengungkapkan kekayaan alam  Indonesia pasits
yang masuk dalam kategori  dilindungi

kerahasiaanmnya;
e. merugikan ketahanan ekonomi nasianal;
d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan
hubungan luar negeri;
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Arsip dafter orang
vang masuk O 30
S/PKl dan organisasi
terlarang lannya

e. mengungkapkan memorandum  atau surat

vang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;

. memhahavakan sistem Intelijen Negara;

membahavakan akses, agen, dan sumber vang

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;
h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen
Megara; atau
i. mengungkapkon rencana dan  pelaksanaan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi
intelijen

3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) memiliki masa retensi;

4. Masa Retensi schagaimana dimaksud pada ayat
(3) berlaku sclama 25 ([dua puluh lima) tahun den
dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan
dari DPR RI;

5. Rahasia Intelijen depat dibuka sebelum masa
refensinya berakhir untuk kepentingan
pengadilan dan bersifat tertutup.

Pasal 26
Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka
dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

UU Nemor 3 Tehun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU MNomor 14 Tehun 2008, tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j yvang
beerhuamd ¢

Huruf h

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengunghkap

rahasia pribadi, yvaitu:

1. riwavat dan kondisi anggnta keluarga;

2. riwavat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis stseormng,

3. kondisi keuangan, asel, pendapatan,
rekening bank sescorang;

dlen

Mengunghkap rahasm pribadi

Menjagn stabilitas
negara dan wilayah

Wenjags data pribedi

vang bersifat rahasia

| Tidak terbatas
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4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan sescorang; dan) ataw;

5. catatan yang menyangkut pribadi sescorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidilan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

Huruf j
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.

UL Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal

66 ayat 3 yang berbunyi :

Lembaga kearsipan mierniliki kewenangan

menetapkan keterbukaan arsip gtatis sebelum 25

{dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang

dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

g, Udak menghambat proses penegakan hulkum;

b, tidak mengpanggu kepentingan pelindungan hak
atas kekayaan intelektual dan pelindungan dar
perspingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan
negara;

d. tidak menpungkapkan kckaysan alam Indonesia
yang masuk dalam  kategori  dilindung
kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ckonomi nasional;

f tidak merugikan kepentingan polittk  dan
hubungan luar negert;

g lidak mengungkapkan isi akta autentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang kecuah kepada yvang berhak
secara hukum;

h, tidak mengungkapkan rahasia atau data pribaci;

i. tidak mengungkapkan memorsndum atau surat-
suratl yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.




3 a 4 5 6
Data Keberadsan Eks | UU Nemor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan | Mengungkep data eks napiter | Menjaga data pribadi | Tidak terbatas
Tahanan Pidana | Informasi Publik Bab V Pasal 17 huruf ¢ yang | dan keluarga yang bersifat | yang bersifat rahasia

Terorisme {Napiter)

berbuny ¢

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemaohon Informasi Pulslike dapat
membahavakan pertahanan dan keamanan negara,
yaiu :

1. informasi tenlang strategi, intelijen, operasi,
taktik dan teknik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan  sistern  pertshanan dan
keamanan negara, meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan  pengakhiran atau  evaluasi
dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan
luar negeri;

2, dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen,
operasi, teknik dan takiik yang berkaitan dengan
penyvelenggaraan sistem  pertahanan  dan
keamanan negara  vang meliputi  tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau

evaluas;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atan dislakas)
leeluatan =y kemampuan clalam
penyelengEaraan sistem  pertahanan  dano
keamanan Negara serta reTICAnE
pengembanganmve;

4, gambar dan data tentang situasi dan keadaan
pangkalan dan/ atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan  militer  dan
pertahanan negara lain terbatas pada  segala
tindakan danj atau indikasi negara terse bul yang
dapat membahavakan  kedaulatan  Negara
Kesatuan Republik Indonesin danj atau data
terkait kerjasama militer dengan negara lain yang
disepakati dalam perjanjian tersebul  sebagai
rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negers; dan/atau

T, sistem intelijen negira,

pribadi
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H=

UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
Pasal 25 dan 26 yang berbunyi :

Pasal 25

¥

2,

Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia

negara.

Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikategorikan dapat :

a. membahayakan pertahanan dan  keamanan
NEeEara;

b, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
yang masuk dalam kategori  dilindungt
kerahasiaanmiyviag

c. merugikan ketahanan ekonomi nasianal;

d, merugikan kepentingan pelitik luar negeri dan
hubungan lusr eger;

e, mengungkapkan memorandum  Btaln sUarat
yang menurut sifatnva perlu dirahasiakan;

I, membahayakan sistem Intelijen Negara,

g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;

h. membahayakan kesclamatan Personel Intelijen
MNegara; atau

i, menpungkapkan rencana dan pelaksanann
yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi
Intelijen.

Rahasia Intelijen sebagaimana dimakeud pada

ayat (1) memiliki masa retensi.

Masa Retensi scbagaimans dimaksud pada ayat

(3} berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan

dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan

dari DPFR RI.

Rahasin Intelijen dapat dibuke sebelum Masa

Retensinya  berakhir  untuk kepentingan

pengadilan dan bersifat tertutup.

Pagal 26
Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka
dnn fatau membocorkan Rahasin Intelijen.
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B
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MNasknh Ascamen
Magional dan Ujian
Sekolah/Lembaga

-EI':!'I.L'H.!'.I.E
Pembangunan — Trase
Prasarana dan Sarsna
Sumber Daya Air yang
memerlubkan
penpadann tanah

Dokumen
Rekomendasi  Teknis
Bidang Sumber Dayva
Air dan Eelengkapan
Pendukungnyva

UL Momor 20 Tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nastonal Pasal 10 yvang berbunyi :

Pemerintah  dan  Pemerintah  Dacrah
mengarahkan, — membimbing, membantu,  dan
mengawasi  penyelenggaraan  pendidiken  sesuai
{l-engﬁ:n p-:ralursn pl:r'l.lm:la.ng undangan yang I:H:rlalr.u

herhak

avat 1 hurul a vamg berburyd @

Menetapkan syarat-syarat dan menEaiur
perencanaan, perencansan  teknis,  penggunaan,
pengusahaan, PETIEEWHSED dan perizinan

pemarnfaatan air dan atau sumber-sumber air.

UL Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) Pasal & ayat 3 huruf (¢} yang
berbunyi ;

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasilkan.

Pasal 17 huruf e butir 4 yang berbunyi :

Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau
properti.

UU Nomor 11 Th 1974 tentang Pengairan Pasal 10
avat | buruf 8 yang berbunyi :

Menetapkan syvaral-syarat dan mengatur
perencanaan, perencanaan  teknis, penggunaan,
pengusahaan, PETEHW LSt dan perizinan

pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air,

UU Nomor 14 Tshun 2008 tentang Keterbukean
Informasi Publik pasal 17 hurufl h yang berbunyi
Informas: Publik vang apakila dibuka dan diberikan
kepada Permmohon Informasi Publik dapat mengungkap
nd-m_mﬂ pribadi, vaitu:

riwayat dan kondisi anggota keluarga;
1- riwayat, kondisi dan perawatan,

kesehatan fisik, dan prgilda BESCOTATE,
3, kondisi keuangen, asel, pendapatan,

rekening bank sesecorang,

pengebatan

dan

Membocorkan Eahasia Negara

mrn ’ -HEL'I. pi'um:a

Crapant
pengadaan tanah
Menghambat  proses  evaluasi

fekomendasi teknis

Melindung: rahasia
Heghara

Menghindari
tmbulnya [PETE

spckulan tanah

Menjagn  obyektifitas
proaes evaluasi
relomendasi telknis

Terbatas, sampat
selesninya
pelaksanaan
ujtan sckolah [/
lembagn

Terbalas sampsi
dengan
penetapan lokasi

Terbatas sampai
dengan
aclesainya proses
rekomendasi
teknis hidang
sumber dava air
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1

Data rekening  bank
pegawai

4. hasil-hasil  evaluasi  schubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau

catatan yang menvangkul pribadi seseorang yang
berkailan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,

UU Momor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara Pasal 65 ayat | yang berbunyi
Badan wusaha, koperasi, dan  perscorangan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54,
Pasal 57, dan Pasal 60 yvang melakukan wusaha
pertambangan  wajib  memenuhi  persyaratan
administratif, persyaratan  teknis,  persyaralan
lingkungan, dan persyaratan finansial.

Ul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasn
Informasi Publik Pasal 17 hurufl h yang berbuny: :
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahosia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondis) anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis sescorang;

3, kondisi keuangen, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang;

4, hasil-hasil evaluasi  schubungan  dengan
kupabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi scseorang yang
berkaitan denpan kegiatan satuan pendidikan
formial dan satuan pendidikan nonformal.

LU Momar 27 Tahun 2022 tentang Perlindunpan Data
Pribadi pasal 4 ayat 2 yang berbumy :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf & meliputi:

a. data dan informeasi kesehatan;

b, deta biometrik;

o data genetika;

d. catatan kejahatan;

o

Mengungkapkan data  pribadi
vang bersifat rahasia

Melindung
pribadi

halke

Sampai ada
perectujuan  dari
vg bersangkutan
dan pihak yang
berwenang uniuk
keperluan
pemyvelidikan




11,

L2,

L3,

Data usulan pejabat

identitas
disiplin

Drantay

pelangegaran
ASN

Data rencana
pencmpatan pegnwii

e, data anak!
f.  data kekurangan pribadi; dan/ataw
g data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf h yvang berbunyi :
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, vaitu
1. nwayal dan kondisi enggota keluanga;
2, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keschatan fisik, dan paikis seseorang,
3, kondisi keuangan, asel, pendapatan,
rekening bank seseorang,
sehubungan  dengan

4. hagil-hasil evaluasi
kapahilitas, intelekrualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau
5. catatan yang menyanghkul pribadi sescorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,
UU Nemor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi :
Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib  memperhalikan  prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
gesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan. _
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berburyi :
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau  intra Badan Publik, yvang menurt sifainya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informiasi

dan

“atau pengadilan,

Ul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hural h yang berbunyi :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi, yaitu:

Penyalahgunaan data oleh pihak
yang tidak berhik

Mengungkapkan rahasia pribadi
PHS

Penyalahgunasn data oleh pihak
yvang tidak berhak

Melindungi  rahasia

FIEEATA

Mengungkapkan
rizhasia pribadi PNS

Melindungi  rahasia

nogarsa

Sampai
penetapan
keputusan

Sampai
poenetapan
ko putusan

Sampai
penetapan
kepulisan




a

14.

15,

Data Kebutuhan ASN

SK Hukuman Dl&ip]itl: :
ASN

1. riwayat dan kondisi anggota loeluang:;

2. riwayat, kondisi den perawatan, pengobatan
keschatan fisik, cdan psikis scscorang;

3. kondisi keuvangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil  evalussi  sehubungan  dengan
kapabilitas, intelekifualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau

5, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 63 Ayat 4 vang berbunyi :

Digitalisaai Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip
keberlanpsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
urdargan.

UL Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 horuf | yang berbunyi :
Memorandum atau surat-sural antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, vang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 63 Aval 4 yang berbunyi

Digitalisasl Manajemen ABN sebagaimana dimakeud
pada  ayat (1) wajib memperhaiikan prinsip
keberlangsungan, kemmhasiaan, dan keamanan siber
aesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangzn,

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukean
Informasi Publik Pasal 17 hural i yang berbunyi :
Memorandum atan surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan

Penyalahgunaan data oleh pihﬂk
vang tidak berhak

Mengungkapkan rahasia pribadi
PNS

Melindungi
Negara

Melindungi
NCEara

rahinsia

E-'.amf:m.i dcngan
peREUmumsn
Penerimaan ASN

Sampai dengan
penyerahan
keputiusan




1 2 3 K 5 f
16, | Berita Acara | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasn | Mengungkapkan rahasia pribadi | Melindungi  rahasia | Sampai  dengan
Pemerilisann [mformasi Publik Pasal 17 huraf 1 vang berbunyi : NS TUEEATEL penyeraban
Pelanggaran  Disiplin | Memorandum atau sorat-surat antar Badan Publik keputusan
ASN atau intra Badan Publik, yvang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informeasi
atau pengadilan
17. | Proses UL Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Mengungkapkan rahasia pribadi | Melindungi datn | Sampai ada
pemberian/penolakan | Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbutyi : FNS pribadi yang bersifat | persetujuan  dari
izin  ceral, beristri, | Memorandum atau surat-sural antar Badan Publik rahiasia VAME
lebih dan seseorang | ateu intra Badan Publik, yang menurut sifatnya bersanglutan
i 8 keterangan | dirnhasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi dan pihak yang
melalukan percernian | atau pengadilan berwenang
UL Nomor 20 Tahun 2023 entang Aparatur Sipdl
Negara Pasal 63 Avat 4 yang berbunyi :
Digitalisasi Manajemnen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
sestipl  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
- undangan. . .
18. | Data hasil check up | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Mengungkapkan data  pribadi Melindungi hak | Sampai acla
pemer ksaan Informasi Publik Pasal 17 huraf h yang berbuny ¢ vang bersifat rahasia pribadi persetujuan  darn

keachatan pegawal

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi, yaitu ;

1. riwsyvat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan,
kesehatan fisik, dan peikis seseorung;

pengebatan

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang;

4, hasil-hasil  evaluasi  schubungan  dengan
kapabilitag, intelektualitas, dan rekomendasi

kemampuan seseorang; dan/ atau

5. cailatan yang menyangkut pribadl scscorang yong
berkaitan dengan  kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,

UL Momer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 4

ayat | huruf i yang berbuny

Memperoleh  kerahasioan  data  dan informesi

v bersangkutan
dan pihak yang
berwenang

keesehatan pribadinya.




2

3

4

5

20,

21,

23

Draft
dinas
{Renja)

rencana  kKerja
kesehatan

Craft dakumen
pelaksanaan anggaran

Dakumen kontrak

pengadaan
barang/ jasa

Laporan  keuangan
vang belum disudit
{rerraeeclitel

Ul Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi ;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, vang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas pulusan Komisi Informasi
atau pengadilan

UU Nemor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Dacrah Pasal 22 ayat 5 yang berbunyi

Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuarn
disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas
Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan
penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah
dalam dokumen yang terpisah. ”

UU Momor 14 Tehun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasgal 17 huruf 1 vang berbunyi :
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atay intra Badan Publik, yvang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 22 ayvat 5 yang berbunyi :

Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan
disampaikan oleh kepala decrah penerima Tugas
Pembantuan kepada DPRD  bersamasn  dengan
penyampaian laporan keuangan Pemeriniah Daerah
dulam dokumen yang terpisah.

Ul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berburyi ;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadidan i

Ul MNomor 14 Tehun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik pasal 17 huruf i yang berbunyi :
Memorandum atay surat-surat antar Badan Publik
atau  intra Badan Publik, yang menurat sifatmnmya
dirahagiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan

Mengganggyu proses penyusunan

kebijakan

Mengganggu proses penyusunan

kebijakan

Mengakibatkan

permasalahan vang bersumber

vang tidak terkait

Dhapet

timbul

menimbulkan

penvalahgunsan dokumen negors

Mengamankan proses

PEMVUSUNARD
kehijakan

Menghindar
terjadinya
kesalahpahaman
informasi

Melindungi para
pihak vang Lerlibat
kontrak

Melindungi
penyalahgunaan
dokumen negara

Sampai  dengan
ditetapkannya
REKPD

Eiﬁmp-ai dengan
ditetapkannya
REPD

Sampal dengan
penverahan
dokumen

komtrak

Sarmpai
aclesainyva  auwdit
BFK RI




1 2 3 1 5 f

23. | Dokumen UU MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Dapat menimbulkan | Dapat  menimbulkan | Samped
pertanpgungawaban Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbungi penvalahgunaan dokumen negam | penyvalahgunaan selesainya  audit
keuangan  termasuk | Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik dakumen negara BPK RI
buku  bendaharawan | atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya
dan buku pembantu | dirahasiakan kecuall atas putusan Komisi Informasi
lainnya atau pengadilan

24 | Sistem pengelolaan | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Penyalahgunaan data oleh pihak | Menghindari Sampai
kevargan dan | Informasi Publik Pasal 17 hurul h yang berbunyi : yang tidak berhalk terjadinya selesainya  audil
database Informasi Publik yvang apahbila dibuka dan diberikan kesalahpahaman BPK RI

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengunglap informasi

rahasm pribacdi, yaitu :
riwayat dan lkondisi anggota keluargag

2, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keschatan fisik, dan peikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
hank scacorang;

4, hasil-hasil  evaluasi  sehubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atan

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,

25. | Data pribadi penerima | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Data pribadi Penerima Manfaat | Data pribadi Penerima | Tidak terbatas
manfaat meliputl | Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi - tidalk terlindungi Manfaat  terlindungi | kecuali untuk
BNBA DTKS, BNBA | Informasi Publik yang apahila dibuka dan diberikan dan terjaga kepentingan
Penerima Bansos kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap penyidikan

rahasia pribadi, yaitu :
1. riwavat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawalan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3, kondisi keuangan, aset, peondapatan, dan
rekening bank seseorang;

4, hasil-hasil evaluasi  sehubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi

kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan vang menyangkut pribadi seseorang vang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.




dan terlantar, adopsi,
tansia terlantar, oreng
terlantar, PMKS/PPES,
korban tindak
kelkerasan dan
perdagangan CIANg,
karban MAPELA, korban
tindak kekerasan
perempuan dan anak.

rahasia pribadi, yaitu ;

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwaval, kondisi dan  perawatan,
kesehatan fisik, dan paikis seseorang,

3. kondisi kevangan, aset, pendapatan, dan

pengobatan

rekening bank seseorang;
4_ hasil-hasil evaluasi schubungan  dengan
knpabilitas, intclektualitas, dan rekomendasi

kemampuan seseorang; dan/ atau

5, catatan yeng menyangkut pribadi seseorang vang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UL Momor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Pasal 84 ayat 1 yang berbunyi ;

Data pribadi yang harus dilindungi memuat :

a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b. Bwdik jart;

c. Iris mata;

d. Tanda tangan; dan

¢. Elemen data Jainnya yang merupakan aib

SESCONEnE

1 2 3 4 5 6
UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
UU Nemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Pasal 84 ayat (1) vang berbunyi
Data pribadi vang harus dilindungi memuat :

&, Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;

b. Sidik jari;

c. Irs mata;

d. Tanda tangan; dan

e. Elemen data lainnya wyang merupakan aib
BESCOTANE,

36, | Data pribadi  klien/ | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukean | Data pribadi Penerima Manfaat | Data pribadi Penerima | Tidak =~ terbalas
penerima manfaat | Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi ; ticlalks terhindumng Manfaar  terlindungi | kecuali untuk
meliputi  penvandang | Informasi Publik yang apabila dibuke dan diberikan dan terjaga | kepentingan
disabilitas, anak nakal | kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap kerahasiaanmnys penyidikan




1 2 3 4 5 6
7. | Hasil Diagnosa /Uy Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Mengungkap rehasia  pribadi | Mempermudah Tidak terbatas
Bedah Kasus Calon | Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : (Menggangga  proses  pelayanan | penangandan
Kelayan ({Peryandang | Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan terhadap kelayak] permasalahan  yang
HIV/AIDS dan  cks | kepada Pemohon Informasi Pablik dapat mengunghkap dialami kelayan
WTE) rahasia pribadi, vaity :
Mengunpkap rahasia | | riwayat dan kondisi anggota keluarga;
pribadi  [MengEANgEU | 2 Hwayat, kondisi dan  perawatan, pengobatan
proses pelayanan kesehatan fisik, dan psikis sescorang;
terhadap kelayan) 3, kondisi ke n act ndapatan, d
Mempermudah ’ o v g oo M 5 et st Al
rekening bank scacorang;
pERanganan : :
permasalahan vang 4, has-i]-]?ﬁml Il:'l.raluum s schubungan  dengan
diglami kelayan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang, dan/ atau
5. catatan yang menyangkul pribadi sescorang Vang
berkaitan dengan  kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.
UU Momor 17 Tahun 2023 tentang Keschatan Pasal 4
ayat (1) huruf | yvang berbunyi
Memperoleh  kerahasisan  data  dan  informasi
keschatan pribadinya.
28. | Data Kelayan UPT |UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Mengungkap rahasia  pribadi | Melindung hak | Tidak terbatas
(Penyandang HIV/ | Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi © {Mengganggu  kondisi  psikologis | pribadi kelayak

AIDS dan eks WTS)

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluargn;

2, riwavat, kendisi dan  perawalan,
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
hank sescorang;

#, hasil-hasil  evaluasi sehubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan  rekomendasi
kemampuan scseorang; dan/ atau

5, catatan vang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,

pengobatan

dan traumatis kelayan schingga

mengganggu proscs rohabilitasi )

penanganan kelavan)




kebijakan
pengembangan
angkutan yang masih
dalam pembahasan

Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi ;
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada pemohon Informasi Publik dapal mengganggu
kepentingan  perlindungan  hak atas  kekayaan
intelektual dan perlindungan darl persaingan usaha
tidak scheat

mEngEan B kepenlingan
perlindungan hak atas kekavaan
intelektual dan perlindungan dan
persaingan usaha tidak sehat

maka dapat melindu-

ngi kepentingan
perlindungan halk
Alas kekayaan
intelelktunl dan
perhindungan diard
persaingan usaha

tidak sehat

1 2 2] ] o (3]
UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4
ayat (1) huraf | yang berbunyi ;
Memperoleh  kermhasiaan  data  dan informasi
keschatan pribadinya.
UU Nomor 27 Tahun 2022 wntang Perindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (2} yang berbunyt :
Dain Pribadi yang bersifat spesifik  schagaimana
dimaksud pada ayat {I) huruf a meliput
a. data dan informasi kesehatan;
b. data biometrik;
¢, data genetika;
¢, catatan kepahatan;
e. data anal;
f.  datn kevrangan pribadi; dan/ atau
g data lainnya sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan
29, | Alamat Shelter | UU Nomoer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Mengungkap rahasia pribadi | Menjamin Tidak Terbatas
[Tempat Informasi Publik Pasal 17 hurufl h angka 2, yang | [fwayal, kondisi dan perawalan kenvamanan kelayan
Penampungan} berbunyi pengobatan keschatlan fisik dan | schingga
Riwayat, kondizsi dan perawatan, pengobatan psikis sescorang) mempercapat  proses
kesehatan fisik, dan psikis sescoTang. rehabilitasi kelayan
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Porindungan Data korban tindale
Pribadi kekernsan
30, | Data penerima | UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Data pribadi Penerima Manfaat | Date pribadi Penerimea Tidak  terbatas
manfaat di LES/A Anak Pasal 20 yang berbunyi tidak terlindungi Manfaat  terlindungi | kecuali untuk
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan terjaga | kepentingan
Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan kernhasiaannya penyvidikan
bertanggung jawab  terhadap penyelenggaraan
= | Perlindungan Anak. . R ] === B
31. | Kajian atau rencana | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Jika informasi  dibuka, dapat | Jika informasi ditutup | Terbatas sampai

dengan  rencane
kebijakan
pengembangan
EI.!'.LEJ":LILB.I-'I-

terealizasi




3

|

32

Data akita perusahaan
Argkutan

Data Pribadi
Responden Survei

UU Nomar

UL Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal & ayat 1 huruf e yang berbunyi:
Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar,
pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah. Al L
UU Nemor 14 Tahun 2008 tenitang Keterbukasn
Informasi Publik Pasal 17 huruf g yang berbunyi :
Informasi Publik wvang apahbila dibuka dapat
mengungkapkan 15i akia otentik yang bersifal pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasial sescorang.

UL Nomeor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (I} hurul o meliputi ;

data dan miormas kesehatan;

data hiommetrik;

data genetika,

catatan kejahatan;

data analk;

data keurangan pribadi; dan/ atau

data lainnya sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan - o
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hurof h yang berbunyi :
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pernohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu :

riwayat dan kondisi anggota keluarga;
riwavat, kondisi dan perawatan,
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

R -

pengobatan

d W B

kondisi  keusngan, aset, pendapatan, dan
rekening bank sescorang,

hasil-hasil  evaluasi schubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekemendasi

kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal

Jika informasi dibuka, dapat
disalahgunakan oleh pihak lain

Jika informasi dibuka, dapat
mengungkapkan rahasia pribadi

informassi
ditunap, maka
melindungi rahasia
guatyu perusahaan

Jika

Jika informasi
ditutup, maka dapat
melindungi  rahasia
pribacdi

Tidak terbatas

Tidak terbatas




3

a5

Perjanjian kerja sama
dengan pihak ketiga
tentang  pengelolaan
parkir di tepi  jalan
LTI

Perjanjian kerja sami
dengan  pihak ketiga
tentang  pengelolaan
parkir i tempat
khusus parkir

UU Momer 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayart (3) vang berbunyi :

Data Pribadi vang bersifat spesifik  schagaimana
dimaksud pada ayat (| huraf b meliputi ;

nama lengkap;

jems kelamin,

kewarganegaradsr;

agama;

atatus perkawinan; danfatau

data pribadi  yang dikombinasikan untuk
mengidentifikas) seseorang.

UL Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu ;
1. riwayat dan kondisi anggota keluargn;
2. rweyat, kondisi dan perawatan,
keschatan fisik, dan psikis sescorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
4

-

pengobatan

bank sescorang,
hasil-hasil evaluasi  sehubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampusn seseorang, dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan  kepiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberilan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayal dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keschatan fisik, dan psikis scacorang,

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan,
rekening bank sescoramg;

dan

Penvalahgunaan oleh pihak lain

Penvalahgunaan oleh pihak lain

Mengamankan
dokumen agar
disalahpunakan

ticdlake

Mengamankan

dokumen agar

disalahgunakan

Piclak

Terbatas sampai |
dengan  jangka
wakitu perjanjian

Tlﬂak terbatas




1 ] 3 L ] ]
4. hagil-hasil  evaluas sehubungan  dengan
kapabilitas, intelekiualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau
5. catatan vang menyangkut pribadi sesearang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
_ formal dan satuan pendidikan nonformal. _
AfR. | Data Polensi | UU Nomor 14 Tahun 2008 tr_'nr.ang Keterbukaan | Pervalahgunaan oleh pihak lain Mengamankan Tidak terbatas
Perparkiran di | Informasi Publik Pasal 17 huraf h vang berbuanyi : dokumen agar tidak
Kabupaten Cilacap Informasi Publik vang apahbila dibuka dan diberilan disalahpunakan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, vaitu
1. riwayal dan kondisi anggota keluargs;
2, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keachatan fisik, dan psikls sescorang,
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
bank sescorang,
4, hasil-hasil  evaluasi sechubungan  dengan
kapahbilitas, intelekiualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang, dan/ ataw
5. catatan yang menyvangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan  kegiatan satuan  pendidikan
o formal dan satuan pendidikan nonformal o | -—
37, | Jadwal operasi laik | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Kegiatan  operasi  laik  jalan | Kegiatan operasi laik | Terbatas sampai
jalan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi menjadi tidak efektif jalan berjalan efekel dengan
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan pelaksanaan
kepada Permohon Informasi Publik dapat mengungkap kegiatan

rahagia pribadi, vaitu
1. riwayat dan kondisi anggota kelusrga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keusngan, aset, pendapatan, dan
rekening bank sescorang;

4, hasil-hasil evaluasi  sehubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan  rekomendasi

kemampuan seseorang, dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan  kepiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.
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a8,

34,

Jadwral pembinaa,
PEDEAWASAR dan
pengendalian
perparkiran

Akses database sistom
informasi manajemen
pengujian kendaraan
besrmotor

UU Momor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1] hurul e vang
beerbumnyi :

Pengawasan terhadap pelaksanasn norma, standar,
pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh
Pemerintah Daeral,

UL Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasmn
Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :
Informast Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu ;

1. riwayvat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan,
keachatan fisik, dan psikis sescorang;

3. kondisi kouangan, aset, pendapatan,
rekening bank seseorang;

4, hasil-hasil  evaluasi  schubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang, dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribedi sessorang vang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf b vang berbunyi
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rehasia pribadi, vaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluargs;

pengobatan

dan

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keachatan fisik, dan psikis sescorang;

3. kondisi keusangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank scacorang;

4. hasil-hasil evaluasi  sehubungan  dengan
kapabilitas, intelekiualitas, dan rekomendas

kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan  kegintan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

Kegiatan pembinaan  dan
pengawasan perparkiran menjadi
tidak efektif

Penyalahgunaan oleh pihak lain

HEegatan pembitiaan
dan pEngAWasan
perparkiran  berjalan
cfektif

Menjaga
data

T

Terbatas sampai
dengan
pelaksannan
kegiatan

Tidek terbatas
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40, | Dati kendaraan | UU Nemor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukmen Penyalahgunaan oleh pihak lain Mengamankan  data | Tidak terbatas
bermotor  wajib  uji | Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi agar tidale
dalam sistem | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan disalahgunakan
manajemen pengujian | kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
kendaraan bermotor rahasia pribadi, yamu :
1, riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis sescorang;
4, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang,
4. hasil-hasil evalunasi sehubunpgan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan sessorang; dan/ atau
5. catatan vang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonfprmal. _
41. | Identitas Pemilik | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi Tidak terhatas

Kendaraan Wagib Uji

Informasi Publik Pasal 17 huruf h yvang berbunyi
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapet mengungkap
rahagia pribadi, yaitu :

1. riwayal dan kondisi anggota keluarga;

2, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobaten
kesehatan fisik, dan psikis scseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank sescorang;

4, hazil-hasil ecvaluasi  sehubungan dengan
kapahilitas, intelektualitas, dan rekomendasi

kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyanglkut pribadi seseorang vang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Momor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (2) vang berbunyi :

Data Pribadi vang bersifat spesifik sehagaimana
dimaksud pada ayat {1) huraf a meliput :

. data dan informasi kesehatan,

b dats biometnk;

kerahasiagan identitas




42,

43.

| Proses

Daolourmen kasus
perselisthan hubungan
insdustrial

Proses peEnentian
juara  lemba  eerkait
dengan pemberdayaan
masyarakat

penentuan
PeEneTima bantuan
ke pada Femerintah
| Dosafkelurahan dan
kepeda kelompok
sy arkl

data genetika;

catatan kejahatan;

data anak;

data keurangan pribadi; dan,/ atau

data leinnya sesuai dengan ketentuan peraturan

_ perundang-undangan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 hurufl h yang berbunyi :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi, vaitu ;

1. miwayat dan kondisi anggota keluarga;

2, riwayat, kondisi dan perawatan,
keschatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keusngan, aset, pendapatan,
rekening bank seseorang

4, ha=il-hasil  evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelekiualitas, dan rekomendas:
kemampuan sesenrang: dan/ atau

5. catatan vang menyangkut pribadi sescorang yang
berkaitan dengan  kegiatan  safuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

Uy MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi :

Memorandum atau surat-sural antar Badan Publik

men A

pengobatan
dan

atay intra Badan Publik, yang menurat sifatnys
dirahaziakan kecuali atas putusan Komisi Informasi

atau pengadilan

UU Nomor & Tahun 20014 tentang Desa Pasal 29
huruf ¢ vang berbunyi :

Menyvalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewaj banmya, -
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuksan
Informasi Publik pasal 17 huruf i yang berbunyi :
Memorandum atan surat-surat antar Badan Publik
atay intra Badan Publik, vang menurut sifatnya
dirahasinken kecuali atas putusan Komisi Informasi

atau pengadilan _

‘perselihan
industrial
peradilan

Sampai  dengan

hubungan
terselesaikan melahn

nlaga

Berakibat terjadinyva friksi antar
nominator dan kelusi

Menimbulkan kolusi  dan
nepotisme, terjadinyva friksi antar
pemohon bantuan

Sampai
perselihan  hubungan
industrial

tersclesaikan melahn

peradilan niaga

Terhindarnya frile=i
antar nominator dan
kealusi

Menghindari kolusi
dan nepotisme  dan
terjadinya friksi antar
pemahon bantuan

i:l:l:nga.n.

Sampai  dengan
perseliban
hubungan
industrial
terselesailan
mielalui peradilan
niaga

Terbatas sampai
ditetapkannya
PEMENaTE

Terbatas sampal
ditetapkannya
penerima
antuan
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43,

46,

Laparan hasil
PERERWASAN Vang
terkait pencgakan

hukum lingkungan

Dt pribadi pelnku
uzaha [NIK, NFWP, Akta
Pandirian damn
perubaban, permodalan,
ptelunli g HF /telepon,
alarmat emadl|

UL Nomor & Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengen UL Momor & Tahun 2023
tentang Pepetapan Peroturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja Menjacdi
Undang-Undang

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf a yvang berbunyi :

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada pemohon informasi publik dapat menghambat

proses pencgakan hukum, vaitu informasi vg dapat

. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
suatu tindak pidana;

2, mengungkapkan identitas  informan, pelapor,
suksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya
tindak pidana;

3. mengungkapkan data
FENCANE-TENCAND  Vang
pencegahan ddan penanganan segala bentuk
kejahatan tramsnasionsal;

4., membahayvakan keselamatan den kehidupan
penegak hukum dan/ atau keluarganya;

3, membahayakan keamanan peralatan,
dan/ atau prasarana penegak hukum.

UL Momor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungen  Hidup Pasal 48 vang
berbunyi :
Pemerintah mendorong  penapggung  jewab usaha
dan/atay  kegiatan untuk melakukan audi
lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan
kinerja lingkungan hidup.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tcntang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf h yeng berbunyi ;
Informast Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu :
1. mwayat dan kondist anggota kelusrga;
2, riwayat, kondisi dan  perawatan,
keesehatan fisik, dan paikis seseorang,

mtelijen  krinminal  dan
berhubungan  dengan

SATHANA,

pengobatan

Potensgi
informasi
hukum
Menghambat proses penegakkan

hukum

penvalahguraan
terkait  penegakkan

Dapat disalahgunakan oleh pihak
lain

Menjaga  kerahasiaan
informeasi

Melindungi clata
pribadi dan data profil
polaky  usaha  baik
Yarg berbadan
usaha persearangan

Terbatas sampai
dengan hasil
laporan

PeEngawEsan
dilceluarkan

Tidak terbatas
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3. kondisi  keuangan, asct, pendapatan, dan
rekening bank sesedrang;
4, hasil-hasil evaluasi sehubungan  dengan
kapabilitag, intelekivalitas, dan rekomendasi
kemampuan sescorang, dan)/ atau
5 catatan vang menvangkut pribadi seseorang yang

437,

Data pribadi pemohon
perizinan non-0S5
|NIK, NPFWF, akia
pendirian dan
perubabian, namor
HP telepon, alanat
ermidl]

berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,

UU Momor 27 Tahun 2022 teptang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (2) vang berbunyi :

Mata Pribadi yang bersifat  spesifik sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) huraf a meliputi ;

Rt i 8 88

data dan informeasi kesehatan;

data hiometrik,;

data genetika;

catatan kejahatan;

data anak;

data keurangan pribadi; dan/ atauy

data lainnya sesuai dengan ketenfuan peraturan

perundang-undangan,

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuksen
Informagi Publik Pasal 17 huruf b vang berbunyi :
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Pablik dapat mengungkap
rahasia pribady, vaitu ;

L.
2.

3.

riwavat dan kondizi anggota keloargs;
riwavat, kondisi dan perawatan,
keschatan lsik, dan psikis seseorang;

pengobatan

kondisi  kewangan, asel, pendapaian, dan
rekening bank scasorang;

hasil-hasil evahuasi  schubungan  dengan
kapabilitas, intelekiualifas, dan  rekomendasi

kemampuan seseorang; dan/ atau

catatan yang menyanghkut pribadi seseorang yang
berkagtan denpan kegiatan setuan pendidikan
I::r_r:ml dan satuan l[:'n-e:nd;idjk:an ponformal.

Dapat disalahpunakan oleh pihak
lain

Melindungi
pribadi
perimnan

data
permoehon

Tidak t:ri:.a;l:.aa
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48,

Identitas
Pengaduan

Pelapor

UU Nemor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi Pasal 4 aval (3) yvang berbunyi :

Data Pribadi yang bhersifat spesifik sebagaimana

dimaksud pada ayat (I] huruf b melipu :

nama lengkap;

jenis kelaming

kewarganeparaan,

apama;

status perkawinan; dan /atau

data pribadi  yang dikombinasikan untuk

~mengidentifikasi acseorang.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbuny :

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan

kepiada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi, yaifu

1. riwayat dan kondisi angeota keluargs;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keschatan fisik, dan psikis sescorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan

4

mOAnoE

rekening bank sescorang;

. haszil-hagil  evalussi  sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan vang menyangkut pribadi sescorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UL Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifar  spesifik  schagaimana
dimaksud pada ayat (1) buraf b meliputi

nara lenghkap

jenis kelamin;

kewarganegara,

BEAITIE,;

stalus perkawinan; dan/atau

data pribadi  yang dikombinasikan untuk
mengidentifikas) seseorang.

meppop

Mengancam kesclamatan pelapor
serta  menurunkan kepercayaan
dan partisipasi masyarakat untuk
melakukan pengaduan

Memberikan rasa
aman bagi  pelapor
pengaduan

TI I I .I m

=




appraisal /penilaian
putbiik

Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan

ketahanan ekonomi nazional

1. rencana awal pembelinn dan penjualan mata
uang nasional atau asing, saham dan aset vital
milik negare;

2, rencana gwal perubahan nilas tukar, suku bunga,
dan model operasi mstitusi keaangan,

3, rencana awal perubaban sUku bungs hbank,
pinjaman pemerintah, perubahan pagak, tarif,
atau pendapatan negara) daerah lainnya;

4, rencana awsl penjualan atay pembelian tanah
ataw properts;

yang tidak bertangeungjawalb

YaNg berhak,
menghindari  konflik
dengan  pihak-pihak
yang ticlak
herkepentingan

1 2 =] 4 i i)
49, | Rencana Lokasi | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Menghambat kesuksesan | Mencegah spiekulan | Terbatas sampai
jembatan / bangunan | informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4 yang kebijakan karena pda | tanah dengan
dan detail trace jalan berbunyi pENEUNEKApEN SECHr promair selesainyn proses
Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau pembebasan
properti. tanah
UL Momor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UL
Nomor 38 Tahun 2004 rentang Jalan
50, | Rincian HPS (Herga |UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulaan | Menghambat kesuksesan | Efisiensi anggaran | Terbatag sampai
Perkiraan Sendiri Informasi Publik Pasal & ayat (3] hurul b yang | kebijakan karena ada | karena diperoleh | dengan
berbunyi @ pengunghkapan secara pPrematur | penawaran harga | selesainya proses
Informasi  vang berkaitan dengan kepentingan | (informasi apabila dibuka | yang wajar pengadaan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak | menimbulkan  penilaian Helak barang/jasa
schat, abge kil
Pasal 17 huwruf 1 vang berbuanyi ¢
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informash
atau pengadilan,
dan Pasal 17 huraf j yang berbunyi
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang,.
51, | Hasil penilaian  oleh | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Menimbullkan konflik bagi olknum | Kondusif antara pihak | Terhatas sampai

dengan proses
pengadaan (anah
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5. rencana awal investasi asing;
6. proses dan hasil pengawasan perbankan,
asuransi, atau lembaga kevangan lainnya;
7. hal-hal vang berkailan dengan’ proses pencetalkan
uang,
ULl Nemor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
PET T | Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. S M| :
52. | ldentitas pelapor dan | UU Nomor 14 Tehun 2008 tentang Keterbulman | Penyalahgunaan olch pihak yang | Menjamin Tidak  terbatas |
isi laporan Pengaduan | Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : tidak herhak kerahasiaan dan | kecuali  untuk |
Masyaralal terkait | Informasi Publik yang apahila dibuka dan diberikan keamanan pengaduan | kepentingan
dugaan tindalk | kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat penyidikan
korupsi / penerimearn proses penegakan hukum, vaitu informasi yg dapat :
pratifikasi dan | |, menghambat proses penyelidikan dan penvidikan
penyalabgunaan suatu tindak pidana;
. YANE | 3 mengun identitas  informan, pelapor
dilakukan oleh s.aka?, mﬂ?ﬁ korban yang mgng.:tahlﬁpadﬂnpz'all
pegawal tindak pidana;

3, mengungkaplkan data intelijen  kriminal dan
renicana-rencana  yang  berhubungan dengan
penoegahan  dan  penanganan  segala  bentuk
kejahatan transnasional;

4, membahayakan kesclamatan dan  kehidupan
penegak hukum dan/ atau keluarganya;

5 membahayakan keamanan peralatan, sarana,
dan/ atau prasarana pencgak hukum.

UU Momor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik  sebagaimana
dimak=ud pada ayat (I} huruf b melipun ;

a, nama lengkap;

b. jenis kelaming

C.  lewarganegaraan;

d.  agama;

g. status perkawinan; dan/atau

f. date pribadi yang dikombinasikan untuk

mengidentilikasi scscorang.
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UU Momor 20 Tabun 2023 tentang Aparatuar Sipdl
Negara Pasal 63 Avat (4) yvang berbunyi :
Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan  prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
seaal  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,
UU Nomor 28 Tehun 1999 lentang Penvelenggara
Mepara vang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Mepotisme.
53, | Dokumen Pengaduan | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Masyarakat enggen melaporkan | Masyarakat tidak | Tidak  terbatas
Masyvarakat ; [nformasi Publik Pasal 17 huruf b vang berbunyi ¢ dugasn  tndak korupsi  dan | ragu melaporkan | kecuali Atas
Informasi Publik yang apahila dibuka dan diberikan | penyalahgunaan wewenang | dugaan tindak | persetujuan yang
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap | sehingga penghambat terciplanya | korupsi dan | bersangkutan
rahasia pribadi, yaitu : Wilavah Bebas Korupsi (WBE) | penvalahgunaan dan Lintik
1, mwayal dan kondisi anpgota keluarga; dan Wilayah Birokrasi Bersih dan | wewenang  schingga | kepentingan
2, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan | Melavani (WBBM). mendorong  tercipta- | penyvidikan
keaehatan fisik, dan psikis seseorang; nyva WBK dan WBBM. | S8ampai  proscs
3, kondisi keuangen, aset, pendapatan, dan | Masyarakatfkarvawan CHEgan pengaduian
rekening bank sescorang, melaporkan  pelanggaran  kode | Masyarakat lidak | selesai
4, hasil-hasil evaluasi  sehubungan  dengan | etik  profesi, disiplin  pegawai | ragu melaporkan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi | mavpun  tindakan  pelanggaran | dugaan  pelanggaran

kemampuan seseorang, dan/ atau

5. catalan vang menyangkut pribadi sescorang yang
berkaitan dengan  kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UL Momor 27 Tehun 2022 tentang Perlindungan Deata
Pribadi Pagal 4 avat {3} vang berbunyi ;

Data Pribadi yang bersifal spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bural b meliputi @

status perkawinan; dan /atau
data pribadi  yvang  dikembinasikan
mengidentifikas sessorang.

a, nama lengkap;

b. jenis kelamin;

. kewarganegarasn;
d.  agams;

e

k

untak

huktm

kode etik profesi
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54. | Laporan hasil | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Dapat menimbulkan stigmatisasi | Rekomendasi/ Terbatas sampai
pemeriksaan /laporan | Informasi Publik Pasal 17 huruf j yang berbunyi : yang tidak pas karcna perbedaan | pernyataan vang | dengan hasil
hasil audit / laporan | Informasi vang tidak boleh diungkapkan berdasarkan | persepsi atas pernyvataan | dimuat dalam laporan | audit selesai
hasil pengawasan, | Undang-Undang. penilaian  antara birokrasi dan | hasil pemeriksanan
laporan hasil evaluasi/ masyarakat dapat lebih efektif dan
laporan hasil reviu kondusif untuk

adanva perbeaikan
e .| Sistemtatakelola |

55. | Gambar detail desain | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Menimbulkan persaingan  tidak | Dapat menghasilkan | Terbatas Sampai
(Confidemtal pada | Informasi Publik Pasal 17 hurul b yang berbunyi : schal dan kepeatingan tertentu penvediarn dan | keluarnya  audit
detail engineering | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan PETTLENATE tender | BPK
design ! DED) vang | kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu vang berkualitas dan
memuat Rincian | kepentingan  perlindungan  hak atas  kekavaan kompeten
rencana anggaran | intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
biava [RAR), | tidalk sehat.

‘j‘ﬁ:f:g:::‘: :EE:: UU Momor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Detail perhitungan R o

56, | Informasi hasil temuan | UL Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Menimbulkan keresaban  atau | Mencegah  turunnya | 2 tahun
pemeriksaan Informasi Publik Pasal 17 huraf i yang berbunyi ketidakpercayaan masyarakat | kepercayaan
keuangan RSUD | Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik | terhadap pengelolaan manajemen | masyarakat terhadap
Cilacap tahun 2022 | atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya | Rumah Sakit pengelolaan
dalam bentuk LHP dirahasiakan kecuali atas putusan Kemisi Informasi manajemen  Rumah

atau pengadilan, Sakit yvang berdampak
s— B » . . pada pelayanan | B
57. | Rencana penertiban/ | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Menghambat kesuksesan | Operasi  penindakan | Terbatas sampai

penindakan dan
penegakan hukum
pada obyek tertenty

Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi :

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberilan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat

I. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
suaty tindak pidana;

2. mengungkapkan identites  informan, pelapor,
saksi, dan,/ atau korban vang mengetahui adanya
tindak pidana;

3, mengungkapkan data intelijen kriminal dan
rencana-rencana  yang berhubungan  dengan
pencegahan  dan  penanganan segala  bentuk
kejahatan transnasional;

kebijakan karena adanya
pengungkapan secara prematur

Menghambat proses penyelidikan
dan penyidikan suat  tindak
pidana

dapat berjalan sesua
FCTCATIA

dengnn
pelaksanaan

d
|
|
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4, membahavakan  keselamatan  dan kehidupan
penegak hukum dan/ atau keluarganya;
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana,
dan/ atay prasarana penegak hukum.,
UL Momor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 22 avat (5 yang berbunyi ;
Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantoan
disampaikan oleh kepala daerab penerima Tugas
Pembantuan  kepada DPRD  bersamaan  dengan
penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah
dalum dokumen vang terpisah.
58. | Informasi perkara | UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara | Penyidikan akan terpengaruh | Perkara akan  dapat Terbatas  sampal
pelangearan Perda, | Pidana Pasal 43 vang berburmy - dengan provokasi disclessikan menurat | dengan  sclesai-
Perbup, dan kebijakan | Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat ketentuan hukum | nya perkara

Bupati

pemeriksaan  dalam  proses  peradilan | wajib
mershasiakan  dengan  sungguh-sungguh  atas
kckuatan sumpah  jabatan  isi o surat | vang
dikembalikan i,

UU MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbumyi
Informasi Publik vang apabila dibuke dan diberikan
kepada Pemochon Informasi Publik dapat menghambat
proses penegakan hulum, yaitu informasi yg dapat :
1. menghambat proses penvelidikan dan penysdikan
suatu tndak pidana;
2. menpgungkapkan identitus  informan, pelapor,
saksi, dan/ atau korban vang mengetahul adenys
tindak pidan;

3. menpgungkapkan data intelijen kriminal dan
rencana-rencana  yang berhubungan  dengan
pencegahan  dan  penanganan  scgala  bentuk

kejahatan transnasional;

4, membahayakan keselamatan dan  kehidupan
penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/
aian

5. membahayakan keamanan peralatan,
dan / atau prasarana peneepk hukum,

ST,

yang berlakuy
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i

a4,

falk

Heusil Pemerikaaan
Kasus wvang bersifat
khusus

Alar Bukti Kasus

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Eeterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 hurul a yang berbunyi :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberilan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum, vaitu informasi vg dapal ;

1, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
gsuatyn tindak pidere;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor,
saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya
Lindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen  kriminal dan
rencana-rencana  yang  berhubungan  dengan
pencegnhan  dan  penanganan  segala  bentuk
kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan  kehidupan
periegak hukum dan/ atau kelusrganya; dan/
atau,

5, membahavakan keamanan peralatan, sarana,
dan/ atau prasarana penegak hukum.

UU Momor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana Pagal 43 yang berbunyl :

Penyidik dan para pejabat pada semus  Hngkat
pemeriksaan  dalam  proses  peradilan wajib
merahasiakan dengan  sungguh-sungguh  atas
kekuatan  sumpah  jabatan Qs surat  yang
dikembalikan itu,

UL Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advolat Pasal 6
hurul T yang berbunyi : :
Melanggar sumpah /janji Advokat dan/atau kode ctik
profesi Advolat.

UU Momor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana Pasal 43 vang berbunyi ;

Penvidik dan para pejabat pada semua tinghkat
pemeriksann  dalam  proses  peradilan wajib
merahasinkan  dengan  sungguh-sunggub alas
kekuatan sumpah  jabatan §si sural | yang
dilembalikan itw.

Menghambat kesuksesan
kebipakan learena adanya
pengungkapan secara prematur

Merugikan pihak dalam proses
berperkara

Membantu
publik
meEncapai
keberhasilan
pelaksanaan
kebijakan

Melindungi
kerahasiann
bkt

badan
dalam

falat

Tidak terhatas
sampal dengan
putusan  hukum
Letap

Tidak fterbatas/
kecuali karena
ketentuan
undang-undang
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fal.

62

B3,

Dokumen Penanganan
Perkara

| Opini Hukum (Legal

Cipinion)

Kasus Hu.kl.,.u-ﬂ -:p'ﬂl-'Lg_
masih dalam proses

LU Momor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6
buruf F yang berbunyi ;

Melangenr sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik
profesi Advekat,

UL Kommor 8 tahun 1951 tentang Hukum Acars
Pidana Pasal 43 vang berbunyi @
Pervidik dan para pejabst pads semua  tingkat

pemeriksaan dalam  proses  peradilan wegih
merahasiakan  dengan  sungpub-sungpub o atas
kekuatan  sumpah  jabatan isi surat | yang

dikembalikan itu,

UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6
huruf £ yvang berbunyi :
Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etil
profesi Advokat,

UL Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6
huruf §f yang berbunyi :
Melangegnr sumpah /janji Advokat dan/atau kode etik
profesi Advokat,

UL Momor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana Pasal 43 yang berbunyi :

Penvidik dan para pejabat a semua tnglkat
dalam

pemerikaaan proses  permadilan wajib
merahasiakan  dengan  sungguh-sungguh atas
kekuatan  sumpah  jabatan @2l surat  vang

dikembalikan itu.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi :
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat
proses penepakan hukum, yaitu informasi yg dapat :
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
staty tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas  informan, pelapor,
saksl, dan/ atau korban yang mengetahui adanva
tindak pidana;

hukum [legal opimion}

proscs hukum

Merugikan pihak yang berperkeri

| Membt:TkEL_ kerahasiaan

5

f

apind

D‘apﬂt m:nmanggu ANE .-]:III:I'.I}‘J:II:EH.'iEIII.

Melindungi
kerghazsiaan dokumen
perkara

Melindungi
kerahasiaan dokumen
hukumm

Mengamnnkan dan
melindungi alat bukti
Tidak mengganggu/
menghambat  proses
hukum

Tidak ferbatas/
kecunli  karena
ketentuan

undang-undang

Tidak terbatas

terbatas
sampal  denguan
putusan  hukum
tetap
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3, mengungkapkan data inteljen  kominal  dan
rencana-rencana yang berhubungan dengan
pencegahan  dan  penanganan  segala  bentuk
kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan  kehidupan
pencgak hukum dan/ atau keluarganya; dan/
ALAL;
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana,
dan/atay prasarana penegak hulkoum,
Dokumen kasus/ | UU Nomor B tahun 1981 tentang Mukum Acara | Dapat  mengungkap  rahasia | Dapat  melindung | Bampai  dengan
perkara perdata  dan | Pidana Pasal 43 yang berbunyi : pribadi seseorang rahasia pribadi | adanya putusan
tata usaha negara | Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat SESCOrAng vang | pengadilan  yang
vang sedang proses di | pemeriksaan  dalam  proscs  peradilan | wajib berperkara telah mempuanyai
Pengadilan dan belum | merahasiakan  dengan  sungguh-sungguh  atas kekuatan hukum
mempunyai  kekuatan | kekuatan  sumpah  jabatan  isi surat  yang tetap  {inckracht

hkium tetap
finckracht Ve
gewijsde)

dikembalikan itu.

UL Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulkaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf a vang berburnd ©

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum, vaitu informasi yg dapat :

1. menghambat proses penyelidiken dan penyidikan
suaty tindak pidana;

2, mengungkapksn  identitas  informan, pelapor,
saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya
tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen  kriminal dan
rencana-rencana  yang  berhubungan  dengan
pencegnhan  dan  penanganan  segala bentuk
kejahatan transnasional;

4, membshayakan kesclamatan dan  kehidupan
penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/
Ak,

5. membahayvakan keamanan peralatan,
dan/ atau prasarana penegak hukum.

RArana,

van gewijsde)




—

vang ada di LPSE
scluruh indonesia

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkag
rahasia pribadi, yaiiy ;

1. rwayatl dan kondisi anggola keluarga;

2. riwavat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keschatan fisik, dan psikis sescorang;

3. kondisi  keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank sescorang;

4. hasgil-hagil  evaluasi  sehubungan dengan
kapahbilitas, intelekiualitas, dan rekomendasi

kemampuan sescorang; dan) atau;

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yvang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformeal.

Pasal 6 avat (3) huruf e yang berbunyi @
Informasi Publik yang diminta belum dikuasal atau
didokumentasilkan,

UU MNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transakai Elektronik Pasal 25 yang berbunyi

perorangan serta dapat dijadilan
alat penipuan

1 2 3 4 =) f

65, | Proses Evaluasi | UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukann | Akan terjadi intervensi, intimidasi | Akan  terjaga  dari | Terbatas sampai
Pemilihan dalam | Informasi Publik Pasal 17 horuf 8 yang berbunyi : dan kecurangan usaha peserta fender | diumumbkannya
kegiantan pengadaan Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan mencampuri  Proses | pEmenans

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu evaluasi
kepentingan  perlindungan  hak atas  kekayaan

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha

tidak schat.

66. | Dokumen penawaran | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Mengandung data  perusahaan | Persaingan yang tidak | Terbalas sampai
teknia dan kualifilkasi | Informasi Publik Pasal 17 hurul b yang berbunyi : dan pribadi  perorangan  yang | sehat divmumkannya
perusahaan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan | kemungkinan akan pemenang

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu | disalahgunakan
kepentingan  perlindungan hak atas  kekayaan

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha

tiduk sehat.

57, | Rincian identitas data | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Dapat mengungkap identitas data | Melindungi data | Tidek terbatas
penyedia  harang/jasa | Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi | perusahann  dan  data  pribadi | penyedia
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Database dan Data

Server LPSE

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
vang disusun menjadi  karya intelektual, situs
internet, dan karya intelekrual vang ada di dalamnya
dilindungi  sebagai Hak Kekayaan Intelektual
berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-
unclangan,

UL Nomor 43 tohun 2009 tentang Kearsipan Pasal 82
yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip
dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 |tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,-
{seratus dua puluh lima juta rupiah).

UL Momor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribacli Pasal 4 avat (2] yang berbunyi :

Data Pribadi vang bersifat spesifik  sebagaimana
dimaksud pada avat (I) huruf a meliputs ;

data dan informasi keschatan,

data binmetrik;

data penetiks;

catatan kejahatarn;

data anak;

data kewrangan pribadi; dan/ atau

data lainnya sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

®OPADDE

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbiikaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi :
Informasi Publik yang apabila dibuks dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan  perlindungan  hak atas  kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal
59 ayat (1) yang berbumnyi :
Fe]indu.:lgan Hak Cipta atas Ciptaan ;

Dapat  menimbulkan  potensi
gangguan pada sistem, Dapat
MMETNEERTEEL kepentingan
perlindungan hak ates kekayaan
intelektual dan perlindungan dari
persaingan Usiaha tidak schat

Mengindari gangguan
pada  =istem  atau
perubahan data.
Melindungi hak atas
kekayaan intelektual
dan melindung: dari
persaingan usaha
tidak sehat

-:I"IE."!I"EI-BE.E.H-- SELTTaRekD
dengan 3 tahun




T,

T,

(Naskah
Hibah

NPHID
Perjanjian
Daerah)

Perjanjian Kerjasama

RKAP BUMD Berjalan

karya lotography:

Potret;

karya sinematografi;

permainan video,

Program Komputer;

perwagehan korva talis;

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis

data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya

lain dari hasil transformes:;

h. terjemahen, adaptasi, aransemen, transformosi
i modifikasi ckapresi budaya tradisional;

i. kompilasi Ciptaan atau date, baik dalam format
vang dapat dibaca dengan Program Komputer
atau media loinnya; dan

j. kompilasi ekspresi budeya tradisional selama
kompilasi tersebut merupakan karya yang aslh,
berlaku selama 50 [lima pulub) tahun sejak

~ pertama kali dilakukan pengumurman.

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pagal 17 huruf b vang berbunyi

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak atas  kekayaan
intelektual dan perlindungan dar persaingan usaha
tidak sehat, o SRL—

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 hural b vang berbunyi @

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu

kepentingan  perlindungan  hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha

BOA RGO

tidak sehat.

Ul Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Dacrah
Pasal 22 ayat (3) vang berbunyi

Anpgpran  tambahan  atau  perubahan  anggaran
yang terjadi dalam tahun buku yang
bersangkutan harus mendapat  persetujuan  lebih
dahulu dari kepala daerah/pemegang saham,/saham
prioritet  setelah mendengar pertimbangan Dewan

Penyalahgunaan data oleh pihak
vang tidak berhak

harus
dijaga

Mengharm bt kesuksesan
kebijakan karena adanya
pengungkapan informasi secara
prematur, persaingan usaha bagl
BUMD (bisnis plan)

Melindungi rahasis

TCEATA

Hanya mengikat dan
menjedi  privasi bag
para  pihak dalam
perjanjian

Kinerja bisa terpantau
dan terukur,
pencapaian biss
plan secara optimal

Terbatas sampai
dengan audit
BPK

Terbatas sampai
jangka wakitu
PECJRNjiRn

Terbatas sampai
dengan  adanya
laporan publilasi

pada tahumn
beriloutnya

Perusahaan Daerah,
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UL Nomor 5 Tahun 1962 tenlang Perusahaan Dasrah
Pasal 22 ayvat (3) yang berbunyi ;

Anggaran tambahan etau perubahan  anggaran
Yang teriadi dalam tahun buku Vg
bersangkutan harus mendapat persetujuan  lebih
dohulu dari kepala dacrah/ pemegang saham/saham
prioritet setelah mendengar  pertimbangan  Dewan
Perusahaan Daerah,

UU MNomor <40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas Pasal 63 yang berbunyi :

(1) Direksi menyusun rencana  kerja  tahunan
schelum  dimulainya tahun buku yung akan
datang,

{2) Rencana kerja scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang akandatang.

Pasal &4 vang berbunyi :

(1] Rencana kerja scbapaimana dimaksud dalam
Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris
atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam
anggaran dasar.

{2} Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja
yvang disampaikan oleh Dircksi sebagaimana
dimaksued pada ayvat (1} harus mendapat
persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuall
ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan,

(3} Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana
kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana
kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelash
Dewan Komisaris.

Pasal 55 yang berbunyi :

i1) Dalam hal Dircksi tidek menyampaikan rencana
kerja scbhagmimana  dimaksud dalam Pasal 64,
rencana kerja mhun yang lampan diberlakukan,




— =

3

T2

BLMD
Reuangan
Jateng  dna :
Data Nasabah
PETEF T ELTIELD) dan
simpanantiya; laporan
pemeriksasn bank

Bidang
{Bank
BPE)

(2} Rencana kega tahun yang lampau berlaku juga
bagi Perseronn vang rencana kegenye belum
memperoleh persetujuan scbagaimana ditentukan
dalam anggaran dasar alau peraturan perundang-
undangan.

UU MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hurufl i yang berbunyi :

Memorandum atau sural-sural antar Badan Publik
atay intra Baden Publik, vang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisl Informasi

atiu pengadilan,

UU Momor 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 100 Tahun 1998

Pasal 33 vang berbunyi :

{1] Laporan  pemeriksaan  bank  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat
rahiasia.

{2} Persyaratan dan tata cara  pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal
31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 40 yang berbunyi

(1} Bank Wajib merahasiakan Keterangan mengen:s
Masabah Penyimpan dan simpananmova, kecuali
dalam hal sehagaimana dimaksud dalam Pasal
41, Pagal 414, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksuod dalam ayat (1)
beerlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

UL Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 hurul ¢ yvang berbunyi

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional

1. rencana awal pembelian den penjualan mata
uang nasional atau aszing, saham dan aset vital
milik negara;

2, rencana awal perubnhan nilai tukar, suku bunga,
dan model operasi institusi keuangan;

Pe:n']:r'ﬁ.:laﬁgl.maan informasi VATLE
tidak bertanggung jawab

Aspek  dan  norma
kerahasiaan bank

Tidak Lerbatas
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3.

Dokumen Kasus/
Bengketa Hukum Tata
Usaha Negara

3. rencana awal perubahan suku bunge  bank,
pinjaman pemerintah, perubahan pejak, tarf,
atau pendapatan negoaraj dactah lainnya;

4. rmencans awal penjualan atau pembelian tanah
atau propert;

5. rencana awal invesias] asing;

6. proses dan  hasil  pengawasan  perbankan,
asuransi, atau lembaga keuangan lainnys; dan
atany;

7. hal-hal yvang berkaitan dengan proses pencelakan
WanE

UL Momaor 27 Tahun 2022 tentang Perdindungan Data

Pribadi Pasal 4 ayat [2) vang berbunyi

Data Pribadi vang bersifar spesifik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a melipuati

data dan informasi keschatan;

data biometrik;

data penetika;

catatan kejahatan,

data anak;

data keurangan pribadi; dan/atay

data lainnyva sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

U Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi

Informest Publik yang apahila dibuka dan diberikan

leepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum, yaitu informasi vg dapat :

1. menghambatl proses penyelidikan dan penyidikan
suaty tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor,
saksl, dan/ atau korban yang mengeiohul adanyva
tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal  dan
rencang-rencana  yvang berhubungen  dengan
pencegahan dan  penangenan  segala bentuk
kejahatan transnasional,

meeon o

L L
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7.

Crakuimen

Scngketa
Arbitrase

Kasus/
Hulkum

4. membahayakan kesclamatan dan  kehidupan
penegak hukum dan) atau keluarganya; dan/
pbau;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana,
dan/ atau pragarana penegak hukum.

Ul Nomor 43 Tahun 2009 entang Kearsipan Pasal

66 aval (3) vang berbuny |

Lembraga kearsipan mmermniliki kewenangan

menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25

(dua pulub bma) tehun mass penyvimpanan yvang

dinyvatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

o, tidak menghambat proses penegalan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak
atas kekayaan intelekiual dan pelindungan dari
persaingan uzaha tidak sehat;

¢, tdak membahavakan pertahanan dan keamanan
(plircizlg e

d. tidak mengungkapkan kekavaan alam Indonesia
Yarng masu ke dalam kategori dilincumgi
kerahasiaannyva;

e bdak merugikan ketahanan ekonomi naswonal;

tdak merugikan  kepentingan  politk dan

hubungan luar negeri;

g. tidak menpungkapkan isi akis autentik vang
bersifat pribadi den kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang kecuali kepada yang berhak
secara hubkum,

h. tidak menpungkapksn rahasia atau data pribadi;

1. Udak mengungkapkan memorandum atau surat-
surat yang menurat sifatnva perlu dirahasiakan.

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuksan

Informasi Publik Pasal 17 huruf & vang berbunyi ;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :

1. menghambat proses penvelidikan dan penyidikan
suaty tindak pidana;

b, |

4 5 &
Mengunghkaplkan kasus/sengketa | Bupaya Penegakan | Tidak terhatas
hokum vang menurat sifatnya | Hulkum ek | sampai dengan 2
dirahasiakan Elgteingt el Tahun setelah |

keputiu=an
berkekusian
hukm tetap
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2, mengungkapkan identitas informan, pelapor,
saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya
tindak pidana;

3. mengungkapkan data  intelijen kriminal dan
rencatna-rencana  yvang  berhubungean  dengan
pencegahan  dan  penanganan  segala  bentuk
kejahatan transnasional;

4, membahayakan keselamatan dan |kehidupan
penegak hukum dan/fatauy keluarganya,
dan/fatan;

5 membahayakan keamanan peralatan, sarana,
danfatan prasarana penegak hukum.

UL Momor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan FPasal

B0 ayat (3} vang berbunyi ;

Lembaga kearsipan memilik kewenangan

menetapkan keterbukaan arsip slatis sebelum 25

(dus puluh limal tabun masa penyimpanan yang

dinyvatakan masih tertutup dengan portimbangan

a. tdak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengpangeu kepentingan pelindungan hak
atas kekaysan intelektual dan pelindungan dari
perseingan usaha tidak sehat;

¢, tdak membahayakan pertahanan don keamanan
NEgard;

d. tdak mengunpkapkan kekayaan alam Indonesia
yang masuk dalam  kategori dilindungi
kerahasiaannya;

e, tidak merogikan ketahanan ekonomi nasional;

. tidak merugikan kepentingan politik  dan
hubungan lsar negeri;

g tidak mengungkapkan isi akia autentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang kecuali kepada yang berhak
gsecara hukum;

h. tidak mengungkapkan rabasiE atag daga pribadi;

i. twlak mengungkapkan memorandum atau surat-
surat yvang menurut sifatova perlu dirahasiakan.

et chi prnuahi

huak clan
kewajiban  (akitif)
ditambah |
tahun s
imadktil
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Dokumen Fasilitasi
dan Evaluasi
Kewaspactaan Dini dan
Kerjasama Intelijen
Keamanan

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 horaf © yang berbunyi :
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Fublil dapal
memhbahayakan perighanan dan keamanan negara,
vaiti :

1, informasi tentang  strategl, intelijen, operasi,
taktik dan teknik vang berkaitan dengan
penyelenggarnan sistern pertahanan dan
keamanan negara, meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengakhiran  atau  evaluasi
dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan
luar negers;

2. dokumen vang memuat tentang strategi, intelijen,
aperasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
penyclenggaraan  sistem  pertahanan  dan
lkkeamanan  negara  vang mehputi  tahap
perencanagn, pelaksanssn dan pengakhiran atau
evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi

kekuatan dan kemampuan cdlalam
penyelenggaraan sistem perlabanan dan
keamanan negard seria CETICETIE
pengembangannya;

4, pambar dan data tentang situas dan keadaan
pangkalan dan/ atau instalasi militer,

5. data perkiraan kemampuan militer  dan
pertahanan negara lain terbatas pada  segala
tindakan danj atau indikasi negara terse but yang
dapat membahayakan  kedaulatan  Negara
Kesatuan Republik  Indonesia danfatau  data
terkait kerjasama militer dengan negara lain yang
disepakati dalam perjanjian tersebut  sebagai
rahasia atau sangal rahasio;

3, sistem persandian negara; danfatau

7. sistem intelijjen negara.

Membahayakan periahanan dan
koamanan negara

Menjaga pertahanan
dan keamanan negara

Tidak terbatas
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Dokumen FH.:si!i'[-E.Sul.;

Monitoring, dan
Evaluasi Penanganan
Konflik Pemerintahan

UL Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal

66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembsga kearsipan mmesrmnilikci kewenangan

menctapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25

jdua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang

dinyatakan masih tertutup déngan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses pencgakan huloam;

b. tidak mengpanggu kepentingan pelindungan hak
atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari
persaingan usaha tidak sehat;

¢, tidak membahayekan pertahanan dan keamanan
Negary;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
yang masuk dalam  kategori  dilindungi
kerahasisanny:;

&, tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

[ tidak merugikan kepentingan politike  dan
hubungan luar negers;

g. tidak mengungkapkan isi akta autenbk yang
bersifut pribadi dan kemauan terakhir ataupun
waslal sescorang kecuali kepada yang berhak
mpecara hukouam;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidek mengungkapkan memorandum ataua surat-
surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan,

Informasi Publik Pasal 17 hurul j yang berbunyi :

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

Undang-Undang.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal
66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan
menectapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25
{dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang
dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan !

. tidak menghambat proses penegakan hukum;

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

‘Membahayakan Sistem
Pemerintahan vang sudah ada

Menjaga  kestabilan
sistem pemerintahan

Tidak terbatas
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b. tidak menggangeu kepentingan pelindungan hak
ntas kekavaan intelektual dan pelindungen dan
persaingan usaha tidak schat;
2. Hdak membahayvakan pertahanan dan keamanan
NeEara;
d. tidak mengungkaphkan kekayaan alam Indonesia
yvang masuk dalam kategori  dilindung
kerahasiaannya;
e tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
. tidak merugikan kepentingan politk dan
hubungan luar negsn;
g tdak mengungkapkan isi akta autentik yang
bersifal pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak
Recara hukum;
h. tidek mengungkapkan rahasia atau data pribadi;
i, tidak mengungkapkan memorandum atau surat-
sUral yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. = 1 - =
77, | Dokumen  Fasilitasi | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Membahayakan situasi sosial dan | Menjags situasi sosial | Tidak terbatas
dan Laporan | Informasi Publik Pasal 17 huruf j yang berbunyi : situash wilayah dan situasi wilavah
Penanganan  Konflik | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Bosial  dan  Situasi | Undang-Undang.
Wilayah

UL Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal

66 ayat (3] yang berbunyi

Lembaga kcarsipan memiliki kewenangan

menctapkan  keterbukaan arsip statis sebelum 25

(dus puluh bma) fahun masa penyimpanan yang

dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum,

b. tidak menggangpu kepentingan pelindungan hak
atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari
persaingan usaha tidak schat;

. tidak membahavakan pertahanan don keamanan
NeEAra;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesio
vang masuk dalam  kategori  dilindung
kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
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[, tidak merugikan kepentingan polittk  dan
hubungan luar negeri;
g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yvang
bersifat pribadi dan kemauan (erakhir ataupun
wasiat sescormng kecuali kepada yang berhak
secara hubum:
h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi,
i. tidak mengungkapkan memordandum atau surat-
- _ _ gurat yang menurul sifainya perlu dirahasialan.
78. | Dokumen  Fasilitasi | UL Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Merugikan kepentingan | Menjage  kepentingan | Tidak terbatas
Pengawasan, Informasi Publik Pasal 17 huruf [ vang berbunyi : hubungan luar neger hubungan luar negeri
Monitaring, dan | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

Evaluasi Orang Asing
dan Lembaga Asing

kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategl yang aken dan
telab diambil oleh negara dalam hubungannya
dengan negosiasi intemasional;

2. korespondensi diplomatik antamegara;

3. sistem komunikesi dan persandian  yang
dipergunakan dalam menjalankan  hubungan
internazional; danj atau

4. perlindungan  dan  pengamanan
atrategis Indonesia di luar negeri,

Pasal 17 buruf i vang berbunyi ;

Memorandum atsu sural-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatmya
dirahasinkan kecuali atas putusan Komisi Informasi

atau pengadilan.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal
&6 avat (3} vang berbunyi :

Lembaga kearsipan mermiliki kewenangan
menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25
(dua puluh lima) tahun masa penyimpanan Vang
dinvalakan masih tertutup dengan pertimbangan :

g, tdak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak
atas kekayaan intelcktual dan pelindungoan dari
persaingan usaha tidak schat;

infrastruktur
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T4,

Dokumen  Fasilitasi
Senglketa Ormos

c.  tdak membahayakan pertahanan dan keamanan
negara;

d, tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
vang masuk  dalam  kategori  dilindungi
kerahastaannya;

¢, tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan  politik  dan
hubungan luar negeri;

g tidak mengungkapkan isi akta autentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang kecuali kepads vang berhak
secara hukum;

h, tidak menpungkapken rahasia atau data pribady;

tidak mengungkapkan memorandum atau surnal-

sural vang menurut sifatnva perla dirahasiakan.

UL MNeomor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 hurul a yang berbunyi -

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum, yaitu informasi vg dapart :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
sguatu tindak pidana;

2. mengungkapkan Identitas informan, pelapor,
saksi, dan/atau korban vang mengetahui adanyva
tindak pidana;

3. mengungkapkan data  intclijen  kriminal dan
rencafd-réencana  yvang  berhubunpan  dengan
pencegahan dan  penanganan  segala  bentuk
kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan  kehidupan
penegak hukum  dan/atsu keluarganyva;
clanf atau,

5. membahavakan keamanan  peralatan, sarana,
dan/ atau prasarana penegak hukum.

UU Nomor 43 Tahun 2000 tentang Kearsipan Pasal
B ayal (3) yang berbunyi ;

Dapat menghambat
penegakan hukum

Proses

Supaya
hukum
terhambat

Penegakan
Cicdak

Tidak terbatas
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Lembaga kearsipan e liki kewenangan
menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25
[dua puluh lima) tahun masa penyimpansn Yang
dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan
a, thklak menghambat proses penegakan hukum;
b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak
atas kekayuan intefektual dan pelindungen dar
persaingan usaha tidak sehat;
¢. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan
NECEATsE;
d. tdak mengungkaplkan kekayaan alam Indonesia
vang masuk  dalam  kategori  dilindungi
kerahasiaannys;
e tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
[. tidak merugikan kepentngan politik  dan
hubungan luar negeri;
g. tidek mengungkapkan isi akta autentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang kecuali kepada vang berhak
secara hukum;
h. tidak mengungkapksn rahasia atau data pribadi;
i tidak mengungkapkan memorandum atau surat-
sural yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan,
a0, | Dokumen Ketahanan | UU Nomor 1[4 Tehun 2008 tentang Keterbukaan | Dapat mengungkapkan kekayaan | Menjaga tr.rungl{aplTldak terbatas
Sumber Daya  Alam | Informasi Publik Pasal 17 huruf d vang berbunyi ; alam Indonesia dan ketahanan | nya kekayaan alam | sampai dengan 2
dan Kesenjangan | Informasi Publik yang apabila dibuka dan dibenkan | ekonomi nasional dan ketahanan | tahun {aktil)
Perekonomian kepada  Pemohon  Informasi Publik  dapat ekonomi ditambah 3
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, tahun (isaktif) =
5 tahun dari

Pasal 17 huruf e yvang berbunyi :

Informasi Publik yang apahila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional ;

1. rencand awpl pembelian dan penjualan mata dang
pasional atay azsing, seham dan aset vital milik
FEgara;

2, rencana awal perubahan nilal tukar, suku bunga,
dan model operasi institusi keuangan;

penciptaan arsip
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d. rencana awal perubahan suku bunga bank,
pinjaman pemerintah, perubahan pajak, taril,
atau pendapatan negara] daerah ladnnyva;

4, rencana awal penjualan atau pembelian tanah

alau properti;

rencana awal inveatasi aging,

proses dan  hesil pengawasan  perbankan,

asurans], alau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan
Uang,

Pasal 17 hurul ) yang berbunyi ;
Informasi vang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.

Ul Momor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan Pasal

66 ayat (3} yang berbunyi !

Lemnbaga kearsipan miemiliki kewenanpgan

menetapkan keterbuksan arsip statis sebelum 25

(dua puluh lima) tahun masa penyimpanan Vang

dinyatakan masih tertotup dengan pertimbangan -

a. tidek menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak menggangzu kepentingan pelindungan hak
atas kekayean intelektual dan pelindungan darn
persaingan usaha tidak schat;

. tidak membahayvekan pertahanan den keamanan
THEEATA,

d. tdak mengungkapkan kekayvaan alam Indonesia
vang masuk  dalam kategori  dilindungi
kerahasiaannys;

. tidak merugikan ketahanan ekenomi nasional;

tidak merugikan  kepentingan  politik dan

hubungan luar negeri;

g tidak mengungkepkan isi akia autentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang kecuali kepada vang berhak
accara hulum;

h. tidak mengungkapkan rahasio atau date pribadi;

tidak mengungkapkan memorandum atau surat-

surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

o

|

=
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Bl.

Dokumen Ketahanan

Perdagangan Investasi,
Fiskal cdan Moneter

Ul Momor 14 Tahun 2008 fentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hurol e yang berbunyi
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapatl merugikan
ketahanan ekonomi nasional

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata
uang nasional atau asing, saham dan aset vital
milik negara;

2. rencana awal peribahan nilal tukar, suku bunga,
dan model operasi institusl keuangan,

3. rencana awal perubahan suku bungs bank,
pinjaman pemerintah, perubahan pagek, tarif,
atoy pendapatan negarn) daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tansh
atau properti;

5. rencans sawal investash asing

B, proses  dan  hasil pengawasan  perbankan,
asuransi, atau lembaga keuangan lainnva;

7. hal-hal yang berkatan dengan proses pencetakan
LI,

UL Nomior 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan Pasal

5 avat (3) vang berbunyi

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan

menetapkan keterbukaan arsip stafis scbelum 25

(dua puluh lima) tabun masa penyimpanan yang

dinyatakan masih tertutup dengan perbmbangan ;

. btidek menghambeatl proses penegakan bukum;

b, tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak
atas kekavaan intelektual dan pelindungan dari
persaingan usaha tidek sehat;

e, tidak membahayakan pertahanan dan keamanan
negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
vang masuk dalam  kategori dilindungi
keranhasiaannye,

g, btdak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

. tidak merugkan kepentingan poliik  dan
hubungan luar negern;

Dapat  merugikan
ekonomi nasional

ketahanan

Menjagas  ketahanan
ekonomi nasional

tidak terbatas
sampai dengan 2
takun faktifl)
ditambah 3
tahun [inaktif) =
5  tobun  deari
penciptaan arsip
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. tidak mepgungkapkan 1si akis autenbk yvang
bersifal pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak
secara hulkum;
k. tidak mengungkopkan rahasia atau data pribadi;
i, bdak mengungkapkan memorandum atag surat-
______ 4| suratyang menurut sifatnya perlu dirahasiskgn. | |
82, | Dokumern Perilaku | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Dapat merugikan  ketahanan | Menjaga  ketahanan | tidak terbatas
Perekonomian Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi ckonomi nasional ekonomi nasional sampai dengan 2
Masyarakat Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan tahun {aktif)
kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ditambah =

ketashanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata
uang nasional atay asing, saham dan aset vital
milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, sulu bunga,
dan model operasi institus) keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank,
pinjaman pemerintah, perubahan  pajak, tarif,
atau pendapatan negaraj dacrah lainnya;

4, rencana awal penjualan atau pembelan tanah
alau propert;

. rencana awal investasi asing,

6. proses dan  hasil pengawssan perbankan,

psurans, atau lembegs keuangan lainnya;
7. hal-hal vang berkaitan dengan proses pencetakan
UANE.

UL Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan Pasal

66 avat (3 vang berbaanyi

Lembaga kearsipan mermiliki kewenangan

menctapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25

{dua puluh lima) tahun masa penyIMpanan yang

dinvatakan masih tertutup dengan pertimbangan

a, tidak menghambat proges penegakan huloum;

b, bdak mengpangpu kepentingan pelindungan hak
ntas kekovaon intelektusl den pelindungan darn
persaingan usaha tidak sehat;

0. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan

NIEEETH;

tahun [maktil] =
3 tahun dari
penciptaan arsip
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B3,

Diokumen Penvidik
Pegawni Neger Sipil

d. tidak mengungkapkan kekayasn alam Indonesia
vang masuk dalam  kategori  dilindung
kerahasiaannya;

. Hdak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan  politik  dan
hubungan luar negeri;

g tidak mengungkapkan isi akta autentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang kecuali kepada yang berhak
gecara huloam;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. ddak mengungkapkan memorandum atau surad-
surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiskan.

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulcaan

Informasi Publik Pasal 17 huraf e yang berbunyi @

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugilkan

ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelisn dan penjualan mata
uang nasional atau asing, saham dan aset vital
milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga,
dan model operast instilusi keuangan;

3. rencana awal perubshan suku bunga bank,
pinjaman  pemerintah, perubahan pajak, tarif,
atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atan pembelian tanah
atau properti;

5, rencana awal investasl asing;

fr. proses  dan hasil pengawasan  perbankan,
asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan
LLATREL

UL Momor 43 Tahun 2009 1entang Kearsipan Pasal
BB aval (3} yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memilild kewenanguan
menctapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25
jdua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang
dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangsmn

Dapad 'memgjlr.&n
ckonomi nasional

ketahanan

Mecnjaga  ketahanan
ckormmi masional

Licleak lerbatas
sampai dengan 2
tahun {aktif)
ditambah 3
tahun [inaktil) -
5  tahun darn
penciptaan arsip
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2]

Dakumen Penyidik
Pegawai Neperi Sipil

TE

h.

-

tidek menghambat proses penegakan hukum;
tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak
atas kelayaan intelektual dan pelindungan dari
persaingan usaha tidak sehat;

tidak membahayvakan periahanan dan keamanan
NEgara;

tidak mengungkapkan kekavaan alam Indonesia
yvang masuk dalam  kategori  dilindungi
kerahasiaannya;

tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
tidak merugikan kepentingsn  politik dan
hubungan luar negeri,

tidak mengungkepkan isi akta autentik yang
bersifat pribedi dan kemaoan terakhir ataupun
wasial seseorang kecuali kepada yang berhak
secara hukum;

ticdak mengungkapkan rahasia atau data pribads;
tidak mengungkapkan memorandum atau surat-
surat vang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hurul h vang berbunyi -
Informasi Publik yang apabila dibuke dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu ;

1.
2:

3.

riwayat dan kondisi anggota keluargs;

riwayat, kondisi dan perawalan, pengobatan
kesehatan fsik, dan pstkis seseorang,

kondisi  keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang;

hasil-hasil  evaluasi  sehubungan  dengan
kapabilitaz, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang, dan/ atau;

. catatan vang menvanghkut pribadi seseorang yang

berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UL Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Prbadi Pasal 4 ayat (2] yang berbunyi ;

Dapat mengganggu perlindungan
dari persaingan usaha tidak
schat

Dapat melindungi dari

persaingan usaha
tidak sehat

Tidak terbatas
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Dokumen  Perlindu-
ngan Ha-Hak Sipil dan
Huk Azasi Manusia

Data Pribadi yang bermifat spesifik  sebagaimans
dimaksud pada ayat (I§ huruf & meliputi

data keurangan pribadi; dan/atau
data Jainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
;mmnl:tang-'nf.ndangun.

p.  dats dan informasi kesehatan;
k. data biometrik,

c. data genetika;

d. mtatan kejghatan;

e, data anak;

f.

B

UU Nomor 14 Tahun 2008 lanH;Ig Heterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 hurul h yang berbunyi
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohen Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggnia keluarga:

2, riwayat, kondisi den perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3, kondisi kewangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseornng;

4, hasil-hasil  evaluasi  schubungan  dengan
kapahbilitas, intelektualitas, dan releomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau;

5, catatan yang menyangkul pribadi seseorang yang
berkaitan dengan  kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribad: Pasal 4 ayat (2] yang berbunyi |

Data Pribadi vang bersifal  spesifik  sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} huruf a meliputi ;

data dan informasi keschatan;

data hinmetrik;

data genctika;

catatan kejahatan;

data anak;

data keurangan pribadi; dan/atau

data lainnya sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

mepanTs

Dapat _mﬂﬂgt.[nglmp rahesia
pribadi vang bersifat rahasia

pribadi

rahasia

Tidak terbatas




1 2 3 4 = &
a5 | Dokumen  Informasi | UU Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukssn | Dapat mengganggu perlindungan | Dapat melindungi dari | Tidak terbatas
Perusahasan Informasi Publik Pasal 17 huruf b vang berbunyi : dari persaingan uwsaha  tidak | persaingan isaha
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan | sehat tidak sehat
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan  perlindungan  hak atas kekayaan
intelektual den perlindungan dar persaingan usaha
tidak sehat
UL Momor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :
Data Pribadi vang bersifat spesilik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (I} hurul a meliputi :
a, data dan informast kesehatan,
b. data biometrik;
c. data genetika;
d. catatan kecjahatan;
e, data anak;
f. data keurangan pribadi; dan/ atau
g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
1 perundang-undangan. .
g87. | Data dan Dokumen | UU Nomer 23 Tehun 2006 tentang Administrasi | Terjadi  penyalahgunaan  data Menjamin dan | Tidak terbatas
Kependudukan Wajib | Kependuduksn, sebagaimana telah diubah dengan | pribadi sescorang melindungi kerahasia-
disimnpan dan | UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1, Pasal 79, Pasal ELr data pribadi
dilindungi cleh negara | 84, Pasal 85 ayat 1 s/d ayat 3. BERCOIANE

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulkaan

Informasi Publik Pasal 17 hurul b yang berbunyi

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapatl mengungkap

rahasin pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwavat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis sescorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseornng,

4. hasil-hasil evaluasi  schubungan  dengan
kapabilitas, inteleltualitas, dan  rekomendas

kemampuan seseorang; dan/ atan
5, catatan yang menyangkut pribadi seseorang vang
berkaitan dengan kegistan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,




3

5

BE,

Nomor Induk
Kependudukan [NIE)

UL Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 avat (3) vang berbunyi

Data Pribadi yang bersifat apesifik  sebagaimana
dimaksud pada ayat () huruf b meliputs

nama lengkap;

Jcmu kelaming

KoWaTEan Gl

ELEFRTTHL,

status perkawinan; dan/atau

data pribadi yang dikombinasikan uniuk
mengidentifikasi seseorang.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU
Momor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 22 vang
berbunyi ;

Data Pribadi adelah dota perseorangan tertentu vang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran seria
dilindung kerahasiaannya.

UU MNomor §4 Tahun 2008 tentang Keterbulaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi
Informasi Publik yvang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informast Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaiou ;

1. riwayal dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi den perawatan, pengobatan
3

TR

oaan

kesehatan fisik, dan psikis sescorang,
kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank sescorang,

4, hasil-hasil  evaluasi  sehubungan dengan
kapabilitas, intclektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

LU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pagal 4 ayat (3) yang berbuny
Data Pribadi vang bersifat spesifik a:bugu.ima.na

Rawan  penyalahgunaan data
untuk tindak kriminal  dan
kejahatan lamnya seperti untuk
pemalsuan data dalam transaksi
kevangan, pinjaman onling

Melindung kerahasia-
an dan  kebenaramn
data penduduk

Tidak terbatas




|

S

| Registrasi
Pencatatian Sipil

Akta

nama lengkap;

jenis kelamin;

lewarganegaraan,

g,

status perkawinan; dan/atau

data pribadi yang dikombinasikan @ untuk
mengidentifikasi sescorang.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 24 Tahun 2013, Pagal 9 ayat (1) huruf ¢

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukman
Informasi Publik Pasal 17 hurafl h vang berbunyi
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluargs;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan peikis seseorang,;

a4, kondisi keusngsn, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang;

4, hasil-hasil evaluasi schubungan  dengan
kapabilitas, intclektualitas, dan rekomendast
kemampuan seseorang, dan/ atao

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang vang
berkaitan dengan  kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,

UL Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (3} yang berbunyi |

Data Pribadi yang bersifat spesilik sebagaimana
dimaksud pada ayat (I} huruf b meliput :

~aofo

n. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

£. kewarganegaraan;

d. agama;

g etatus perkawinan; danfatau

f. data pribadi yang dikembinasikan unluk

metgidentifikas seseorang.

Hanya untuk kepentingan
penvelidikan, penyidikan dan
pembukiian  kepada lembags
peradilan

Melindung kerahasia-
an dan kebenaran

data ponduduk

Tidak lerbatas




2 3 4 3 i

Laporan data balikan | UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi | Data balikan melengkapi | Menjamin  kerahasia- | Tidak terbatas
dalam  pemanfaatan | Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU | database kependudukan | an,  keutuhan  serta

data  kependudukan | Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 96 A yvang berbumnyi : informasi  dalam  bhig  data | tidak melakukan

vang sudah diberikan | Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak | kependudukan yang harus dijaga | penyimpanan data

hak akses oleh Dirjen | mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan | kerahasiaannya rawan | kependudukan  vang

Dukcapil Kemendagri | Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud penyalahgunaan data  untuk | telah  diakses  dan

melalui perjanjian | dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢ dipidana dengan | kriminal tidik memberikan

kerjasama dengan | pidana penjara paling lama 10 (sepulub) tahun dan data kepada pihak

OPD/ Lembaga denda paling banvak Rp. 1.000.000.000,00 (satu lain

miliar rupiah].

UL Nomor b4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasl Publik Pasal 17 huruf h vang berbunyi
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapal mengungkap
rahasia pribadi, yaitu ;

1. riwayat dan kondisi anggota kehaarga;

2. riwavat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keachatan fsik, dan peikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang;

4. hagil-hasil evaluasi schubumgan denman
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi

kemampuan scacOTang; dan/ atau

5, catatan vang menyvangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan  kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UL Momor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribad: Pasal 4 ayat [3) vang berbunyi :

Data Pribadi vang bersifat spesifik  schagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b meliput ;
nama lengkap;

jenis kelamin,

kewargancgaraan;

AgAmE;

status perkowinan; dan fatau

data pribadi  yang dikombinasikan
mengidentifikasi seseorang,

mAEnTE

untiik




&

keluanga (KK) dan akta
vang diproses  oleh
OPD/ Lembaga  melalui

PKS dengan Dinas
Kependudukan — dan
Poncatatan Sipil

Setiap orang atau badan hulkum yang tanpa hak
mencetak, menerbitkan, dan/stan mendistribusikan
Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal & avat (1) hurufl ¢ dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 [sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.000.000,000,00 (satu
miliar rupiah).

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pagal 17 huruf h yang berbunyi :
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepacda Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yvaitu :

I. riwayal dan kondis: anggots keluarga;

2, riwavat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keschatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank sescorang;

4, hasil-hasil evaluasi  seshubungan diengan
kapabilitas, intelekiualitas, dan rekomendasi

kemampuan seseorang; dan, atau

5. calatan yang menyangkut pribadi sesecrang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformel.

Ul Nomor 27 Tahun 2022 entang Perlindungan Data

Pribadi Pasal 4 aval [3) vang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana

dimaksud pada ayat (I} huruf b meliputi

pama lengkap;

jenis kelamin;

kewarganegaraan;

BT,

atatus perkawinan; donfatau

data pribadi vang dikombinasikan

mengidentifikasi scscorang.

maAn oS

untuk

pemalsuan deta dalam transaks:
kcuangsn, pinjaman online

1 2 3 4 5
91. | Data dukung | UU Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi | Rawan  penyalahgunaan data | Melindungi kerahasia- | Tidak terbatas
persyaratan yang | Kependudukan sebagaimana telab diubah dengan UU | untuk  tindakan kriminal dan | an  dan kebenaran
diupload, file kamu | Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 96 A yang berbunyi kejahatan lainnya seperti untuk | data penduduk
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a

3

5

(]

3.

Laporan Harta
Kekayaan Penyeleng-

gara MNegara [LHEPN)
dan Sistem  Informasi

Harta Kekayaan
[SiHARRKA)
Data Hasl Evaluasi |

Kinerja PNS/Pejabat

UL Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukean
Informasi Publik Pasal 17 hurul h yang berbunyi -
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapal mengungkap
rahasia pribadi, yaitu :
1. riwayat dan kondisi anggota keluargsa;
2. nwayvel, kondisi dan  perawatan,
kesehatan fisik, dan psikis seseorang,

pengobatan

2. kondisi keusngan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang

4. hasil-hasil evaluasi sehubngan dengan
kapahilitag, intelektualitas, dan  rekomendasi

kemampuan seseorang, dan/ atau

5, catatan yang menyangkut pribadi sescorang yang
berkaitan dengen  kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Megara Pasal 63 Ayal (4] yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
spguni  dengan  kKetentuan peraturan  perundang-

undangan.

UU MNomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hurufl b yvang berburyi :
Informasi Publik yang apahila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayal dan kondisi angpota keluarga;

2. riwavat, kondisi dan perawatan, pengobatan
keschatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
fekening bank seseorang,

4, hasil-hasil evaluasi sehubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi

kemampuan sessorang; dan/ atau

5, catatan yvang menvangkul pribadi sescorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

Mengungkap data pribadi PNS
vang bersifat rahasia

Mengungkapkan data  pribadi

PNS yang bersifatl rahasia

Menjaga dan
melindungi kerahasia-
an pribadi pegawai

Melindungi data
pribadi PNB  yang
bersifat rahasia

Terbatas sampai
dipublikasikan

oleh KPE

Tidak  terbatas |
sampai  dengan
hasil cvalinsi
selesai di
umumban
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ASN

| Data Hasil Tes Potensi
fPotensi  Kompetensi

Instrumen Tes Potensi

fKompetensi
Pejabat

PNS/

|

—

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :

[igitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} wajib memperhatikan prinsip

keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
sesumi  dengan  kelentuan peraturan  perundang-
urddangan.

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbuny :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Pablik dapat mengungkap

rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayval dan kondisi anggota keluarga;

2. riwavat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan (sik, dan psikis scscorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank sessorang;

4. hasil-hasil  evaluasi sechubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan atau

5. catatan vang menyangkut pribadi sescorang yang
berkaitan dengen kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
MNegara Pasal 63 Ayat (4) yang berbumd ;

Digitalisasi Manajemen ASN scbagaimana dimaksud
pacln  ayat (1) wajib  memperhatikan  prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
gesual  dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undengar.

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruaf i yang berbunyi

Memorandum atru surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi

atau pengadilan.

M:ngl.l.r.l_g_ﬁ;ﬁk_aﬁ

data  pribadi

PNS yang bersifat rahasia

Mengurang
penilaian

obycktivitas

M:lir:l:h.m.g;i =

data

pribadi FPNS vang

hermifat rabiasio

Melindungi
pribadi

data

Tidak terbatas
sampai dengan
hasil tes ol |
umumkaan

Terbatas sampai

dengan  pelaksa-
nlaeny Tes
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o7,

Soal Tes CPNS

Riwayat dan Kondisi
Anggota Keluarga ASN

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 53 Ayat (4] yang berbunyi ;

Digitalisazi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayst (1) wajib memperhatikan  prinsip
keberlangsungan, kerahasiaen, dan keamanan siber
sesual  dengan  keteptuan  peraturan  perundang-
undangarn. o .
UL Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterlbagkaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi :
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya
dirshasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan,

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipd
Megara Pasal 63 Avat (4) vang berbunyi

Digitalisasi Manajemen ASN scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
seguai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undanggn,

Ul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hurufl a sampai dengan
huruf §,

UU Momor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi ;

Digitnlisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
acsuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (3] yang berbunyi

Data Pribadi yang bersifal spesifik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurof a meliputi

g, data don informasi keschatar;
b. data biometrik;

. data kejahatan;

Dapat disalahgunakan sehingga
menimbulkan keresahan

Mcngungkap data pribadi PNS

Mencogah KEMN

Data
yang

Melindungi
pribadi  PNS
bersifatl rahasia

Tidak terbatas

Tidak tcrbatas




Pengisian Jabatan
Administrator,

Pengawis, Kepala
Sekalah, Kepala

Puskcemas dari SKPD

Fekao-
Menteri
untuk
Prjabat
Prautarma,
dan

F:nnuﬁnnan
mendasi
Dwlam Negeri
Pengisian
Tinge
Administrator
Pengawas

catatan kejahatan;

data anak;

data keurangan pribadi; dan/ atau

g, data lainnys sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

U Momar 14 Tahun 2008 tentang Kelerbukaan

Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbungyi :

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi, vaitu

1. rwayst dan kondisi anggota keluargn,

2, rwayal, kondisi dan perawatan,
keaschatan fisik, dan psikis seseorang;

3, kondisi  keuangan, aset, pendapatan,

4

ik

pengnbatan

dan
rekening bank seseorang;
hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyanghkut pribadi sescorang yang
berkditan dengan  kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal,

UU Nomer 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Megara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud

pada avat (1} wajib memperhalikan prinsip

keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber

segunl dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan. [

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 huruaf h yang berbunyi :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengunghkap

rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluangs;

2. riwayal, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi kenangan, aset, pendapatan,
rekening bank seseorang;

dan

Terjadi

Terjadi kecembunian Vang
memicy persaingan tidak sehat di
antara  PNE, Campur langan
pihak lain

kecembrinian Vang
memicu persaingan tidak sehat di
antara  PNS, Campur angan
pihzak lain

Meredam situasi agar
tetap  kondusif  dan
tidak terjocdi
kecemburuan = vang
memicy persaingan
tidak schat di antars
PNS

Meredam situasi agar
tetap  kondusif dan
tidak terjucdi
kecem burian VAL
memicy  persamgan
tiddak schat di antars
PNS

Terbatas  sampal

dengan
Pelantikoam

Terbatas sampai
detipgan
Pelantiban




2 3 4 2 fi

4, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan  rekomendasi
kemampuan seseorang: dan/ atau

5. catatan yang menvangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Momor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Megara Pasal 63 Ayat (4) yvang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan  prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
sesunl  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

urdangan.
Bahan Rapat | UL Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Terjadi kecemburuan vang | Meredam situasl agar | Terbatas sampai
Baperjakat Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : memicu persaingan tidak sehat di | tetap  kondusil  dan | dengan
Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan | antara PNS, Campur fangan ticlak terjadi | Pelantikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap | pihak lain kecemburuan  yang
rahasia pribadi, yeatid | memicu  persaingan
1. riwayal dun kondisi anggota keluarga; tidak schat di antara

2. riwavat, kondisi dan perawatan, pengobaian PNS

kesehatan fisik, dan psikis scscorang,

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang,

4, hasil-hasil cvaluasi  sehubungan dengan
kapahbilitas, mtelektualitazs, dan rekemendasi
kemampuen seseorang;, dan/ atau

5. catatan vang menyangkul pribadi sescorang yang
berkaitan dengan  keglatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nemer 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbumy

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
sesuai  dengan  ketentiian  peraturan  perundang-
undangan.
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101,

102,

Permohonan Hekomen
dasi Pejabat Inspekiur
Pembantu ke
Gubernur

Hasil
Pratama

Selekml JPT

UL Momor I4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf b vang berbunyi
Informasi Publik yvang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu

1, riwayat dan kondist anggota keluarga;

2, riwayal, kondisi dan perswatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang,

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang:

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan sescorang,; dan/ atau

5. catatan vang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan  kepiatan satuan  pendidilkan
formal dan satusn pendidikan nonformal.,

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Megara Pasal 63 Ayat (4] yang berbunyi
Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada syat (1] wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan Keamanan siber
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :
Informasi Publik vang apahila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahaszia pribadi, yaitu :
1. riwayval dan kondisi anggota keluargs;
2. mweyal, kondisi dan  perawstan,
kesehatan fsik, dan psikis sescorang;

pengobatan

3. kondisi  keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank sescorang

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan  dengan
kapabilitas, intclektualitas, dan rekomendasi

kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menvangkut pribadi seseorang vang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

Terjadi kecemburuan yang
memicu persaingan tidak sehat o
antara PNS, Campur Langan
pihak lain

Terjadi kecembuiruan yang
memicu persaingan tidak sehat di
antara PNS, Campur tangan
pibak lain

Meredam situasi agar
tetap  kondusif dan
tidalk terjadi
kecemburuan vang
memicy  persaingan
tidak schat di antara
PME

Meredam situnsi agar
tetap  kondusil  dan
tidak terjadi
kecemburuan yang
memicy  persaingan
tidak sehat di antara
PNS

Terbatas sampai

dengan
Pelantikan

Terbatas sampai
dengan
Pelantikan
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103,

104.

Mutasi Staf

sl Pengukuran
Kompetensi PNE [JFT
Fratama, Adminis-
trator, FPengawas,
Prlaksara)

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 63 Ayat (4] yvang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
sesual  denpan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 17 horuf b vang berbanyi ©

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapst mengungkap

rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayal dan kondisi anggota keeluargs;

2, riwayat, kondisi dan perawatan,
keschatan fisik, dan psikis scscorang,

3. kondisi  keuvangan, aset, pendapatan,
rekening bank seacorang;

4. hazil-hasil evalins gefiubungan
kapabilitas, intelektualicas, dan
kemampuan seseorang; dan) atau

5. catatan vang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendicikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Megara Pasal 63 Ayat [4) yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagpimana dimaksud
pada avat (1) wajib memperhatikan prinsip
keberlangsungan, kershasiaan, dan keamanan siber
gesuai  dengan  Ketentuan peraturan  perundang-
undangzar.

UU Momor 14 Tahun 2008 tentung Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 yang
berbuamyi ;

Hasil-hasil evaluast sehubungan dengan kapabilitas,
ntelektualitas, dan  rekomendasi kemampuan
BESEOTANE,

pengobatan
dan

dengan
rekomendasi

Mencegah  lerjadinya
cocokan

M:ngungl-ta.pkﬂ.n. data

PN yang bersifat rahaszia

ketidak

pribsi

Menjaga  kondisifitas
Pemerataan  pegawai
sesUEl dengan
kebutuhan organisasi

data
vang

Melindungi
pribadi  PNS
bersifat Rahasia

Terbatos ar.unpm
dengan  diterima-
riva 3K Mutasi

Ticdak  terbatas |
sampai  dengan
diterbitkannya
hasil pergukuran
kompetensi




a

105

106,

107.

Hasil Hapat Penilaian
Alchir Pescria
Pelatihan Teknis,
Fungsional Manajerial
dan Pelatihan Dasar
CPNS

Hukuman Disiplin
ASH dan Berkas-
Berkas terkait Hukdis

Data Dasar Pendirian
Kaoperasi

UL Nomor 20 Tahun 2023 temiang Aparatur Sipil
Megara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :

Digitalisasi Manajernen ASN scbagaimana dimalksud
pada  ayat (1} wajib  memperhatikan  prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
aesuai  dengan  ketentuan  peraturan | perundang-
undangar,

Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 vang
berbunyvi :
Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelekiualitas, den rekomendasi kemampuian
SERCOTATIE,

UL Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Megara Pasal 63 Ayat (4] yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN schagaimana dimaksud
pada ayat {1} wajib memperhatikan  prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber
sesual dengan  kelentuan  peraturan  perundang-
undangan.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
MNegara Pasal 63 Avat (4) vang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip
keherlangsungan, kernhasiaan, dan keamanan siber
sesual  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

UU MNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Pasal 39 ayat (3} vang berbunyi :

Pengawns harus merahasiakan hasil pengawasanrya
terhadap pihak ketiga.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pazsal 17 huruf ¢ yang berbunyi :
Infermasi Publik vang apabila dibuks dan diberilen
kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional |

| Menimbulican

persepsi  publik

mengenal indikato penilaian yvang

aleen mempengarhi

pelavanan penyel
pelatihan selanjuinya

Proses
ETERArAaAn

Mencemarkan nama baik

Membahayakan
koperasi

keamanan

Proses
penyclengearsan

Pelayanan

pelatihan  selanjutnya

berjalan lancar

Monjaga nama baik

Melindungi

ANEEATan
bidang koperasi

data
dasar

Tidak terbatns
sampai  dengan
hasil  penilaian
diterima

Tidak terbatas

Tidak  terbatas
kecuali untuk
kepentingan
penyvidikan




1 2 3 5 i
1. rencana awal pembelian dan penjuslan mata
uang nasional atau asing, saham dan aset vital
milik negara;
2. rencana awsal perubahan nilai tukar, sulku bunga,
dan model operasi institua keuangan,
3. rencana awal perubahan suku bunga bank,
pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarl
atau pendapatan negaraj daerah lainnya;
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah
atain properti;
5, repcana awal investosi asing,
f, proses dan  hasil pengawasan perbankarn,
asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencotakan
LANE.
108, | Data Kelembagaan | UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Membahayakan keamanan | Melindungi data | Tidak  terbatas
Koperasi Pasal 39 avat (3] yang berbunyi : koperasi pribadi pengurus | kecuali untuk |
Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannys keoperasi kepentingan
terhadap pihak ketiga, penvidikan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hural h vang berbunyi :
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yvaitw :

1. riwavatl dan kondisi anggota keluargs;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan Neik, dan psikis seseorang,

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang,

4, hasil-hasil  evaluasi schubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

UL Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi Pasal 4 ayat (3) vang berbunyi :
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109,

110.

Diata 'Lapclmn
Keuangan Koperasi

Laporan dan Berita
Acara Hasil
Pengawasan Koperasi

Data Pribadi vang bersifat  spesifik scbagaimana
dimaksud pada avat (] huruf & meliputi ©

a. data dan informasi keachatan;

data biometrik;

data kejahatan;

catatan kejahatan,

data anak;

data keurangan pribadi; dan/atau

data lainnye sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

UU Momor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Pazal 39 ayat (3} yang berbunyi :

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawnsannya
terhadap pihak ketiga.

UU Momor 14 Tahun 2008 fentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, vaitu :

1. nwayal dan kondisi anggota keluangn;

2, rwaval, kondisi dan perawatan,
keschatan fisik, dan psikis sescorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan,
rekening bank sescorang;

4, hasil-hasil cvaluasi  schubungan  dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menvangkut pribadi seseorang vang
berkaitan dengan kegiatan satuan  pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

E R - - ¢

pengobatan

damn

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pasal 39 ayat (3] yang berbunyi :

Pengawas harus mernhosiakan hasil pengawasannya
terhadap pihak lketiga.

UU Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukamn
Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berburnyi !

Membahavakan
koperasi

M:mbﬂ]‘bhl}"ﬂkﬂi‘; 2
koperasi

keamanan

keamanan | Melindungi

data
keuangan

Melindungi

laporan
leoprerasi

data
lzporan  dan  berita
BLCATH hasil
pengawasan koperasi

Tiduk terbatas
sampai  dengan
selesainya  hasil
it kecuali
ditentukan  lain
berdasarkan ke-
tentuan  perin-
dang-undangan

Tidak  terbatas |
kecuali untuk |
kepentingan
penyidikan
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Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan

ketahanan ckonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata
uang nasional alau asing, saham dan aset vital
milik negara,

2, rencana awal perubahan nilad tukar, suku bunga,
dan model operasi institusi kKeuangan,

3. rencana awal perubshan suku bunga bank,
pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarf,
atay pendapatan negaraj daeranh lainnya;

4, rencana awal penjualan atau pembelian tanah
aiau properii;

5, rencana awal investasi asing;

6. proscs dan  hasil pengawasan perbankan,
asuransi, atau lembagn keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetalkan
LIANg,

111. | Hasil Penilaian

Kesehatan Koperasi

UU Nomor 25 Tahun 1992 fentang Perkoperasian
Pasal 39 ayal (3) vang berbunyi :

Pengawas haras merahasiakan hasil pengawasannya
terhadap pihak ketiga.

UL MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huraf £ vang berbunyi ¢
Infarmasi Publik yang apabila dibuka dan diberiltan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan  mata
uang nasional atau asing, sabam dan aset vital
mihk negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga,
dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal peéerubahan suku bunga bank,
pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif,
atan pendapatan negaraj dacrah lainnyva;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah
alau properii;

5. rencana awal investasi asing

Membahavakan keamanan
koperasi

Melindungi data hasil
penilaian kesehatan
koperasi

Tidak terbatas
kecuali untuk
kepentingan
penyidikan
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. proses dan hasil pengawasan perbankan,
asuransi, atau lembaga kevangan lainnya;

. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan
ang




